
Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur
Telepon: (0541) 733333 Fax (0541) 737762 -742111

Website: http://kaltimprov.go.id

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 ten tang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra
Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang­
Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Penyebaran
Corona Virus Disease 2019;

Kesehatan menegaskan bahwa pemerintah daerah
bertanggungjawab melakukan upaya pencegahan,
pengendalian dan pemberantasan penyakit menular
yang ditimbulkannya;

152 ayat (1)
2009 tentang

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
Undang-Undang Nomor 36 Tahun

b.

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
penerapan protokol kesehatan, serta penanganan
Corona Virus Disease 2019 dapat berjalan baik dan
efisiensi, diperlukan peningkatan pengendalian dalam
penyebaran Corona Virus Disease 2019;

Menimbang

GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PENGENDALIANPENYEBARANCORONA VIRUS DISEASE 2019

TENTANG
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PERATURANGUBERNURKALIMANTANTIMUR

SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TIMURGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
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TENTANG

PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE  2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

M enimbang

M engingat

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

a. bahw a dalam  rangka optim alisasi pe laksanaan  
penerapan  protokol k eseh a tan , se rta  penanganan  
Corona Vim s D isease 2019  d ap a t berjalan  baik dan  
efisicnsi, d ipcrlukan  pcn ingkatan  pengendalian  dalam  
penyebaran  Corona Vim s D isease 2 0 19;

b. bahw a be rd asa rk an  k e ten tu an  Pasal 152 ayat (1) 
U ndang-U ndang Nomor 36 T ahun  2009 ten tang  
K esehatan  m enegaskan  bahw a pem erin tah  daerah  
bertanggungjaw ab m elakukan  upaya pencegahan, 
pengendalian  dan  p em b eran tasan  penyakit m enu lar 
yang d itim bulkannya;

c. bahw a be rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana 
d im aksud  dalam  h u ru f a dan  h u ru f  b, perlu  m enetapkan  
P e ra tu ran  G ubernur ten tang  Pengendalian  Penyebaran 
Corona Vim s D isease  2019;

1. Pasal 18 ayat (6) U ndang-U ndang D asar Negara 
Republik Indonesia T ahun  1945;

2. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  1956 ten tang  
Pem ben tukan  D aerah -daerah  Otonom  Provinsi 
K alim antan B arat, K alim antan Selatan  dan  K alim antan 
Tim ur (Lem baran Negara T ahun  1956 Nomor 65, 
T am bahan  Lem baran Negara Nomor 1106) sebagaim ana 
telah  d iubah  dengan U ndang-U ndang D aru ra t Nomor 10 
T ahun  1957 ten tang  P em ben tukan  D aerah S w atan tra  
Propinsi K alim antan Tengah dan  P engubahan  Undang- 
U ndang Nomor 25 T ahun  1956 (Lem baran Negara 
Republik Indonesia  T ahun  1957 Nomor 53, T am bahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 1284);
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Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.
PENGENDALIANTENTANGGUBERNURPERATURANMenetapkan

MEMUTUSKAN:

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1948 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6487);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
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3. U ndang-U ndang Nomor 4 T ahun  1948 ten tan g  W abah 
Penyakit M enular (Lem baran Negara Republik Indonesia 
T ahun  1984 Nomor 20, T am bahan  L em baran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 3723);

4. U ndang-U ndang Nomor 36 T ahun  2009 ten tang  
K esehatan  (Lem baran Negara R epublik Indonesia  T ahun  
2009 Nomor 144, T am bahan  L em baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5063);

5. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang  
P em erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  
L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) 
sebagaim ana telah  d iubah  beberapa  kali te rakh ir 
dengan  U ndang-U ndang Nomor 11 T ahun  2020 ten tang  
C ipta Kerja (Lem baran Negara Republik Indonesia  
T ahun  2020 Nomor 245, T am bahan  L em baran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 6573);

6. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 21 T ahun  2020 ten tang  
P em batasan  Sosial B erskala  B esar D alam  R angka 
Percepatan  P enanganan  C orona V irus D isease 2019 
(COVID-19) (Lem baran Negara Republik Indonesia 
T ahun  2020 Nomor 91, T am bahan  Lem baran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 6487);

7. P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 80 T ahun  2015 
ten tan g  P em ben tukan  P roduk H ukum  D aerah (Berita 
Negara Republik Indonesia  T ahun  2015 Nomor 2036) 
sebagaim ana telah d iu b ah  dengan  P e ra tu ran  M enteri 
D alam  Negeri Nomor 120 T ahun  2018 ten tang  
P eru b ah an  Atas P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 
80 T ahun  2015 ten tang  P em ben tukan  P roduk H ukum  
D aerah  (Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  2019 
Nomor 157);

8. P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 20 T ahun  2020 
ten tan g  Percepatan  p en an g an an  C orona V irus D isease 
2019 di L ingkungan Pem erin tah  D aerah  (Berita Negara 
Republik Indonesia  T ahun  2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam  P era tu ran  G u b ern u r ini yang d im aksud  dengan:

1. D aerah ad a lah  Provinsi K alim antan Timur.



13. Probable adalah seseorang dengan infeksi saluran pernapasan akut beratj
acute respiratory distress syndromejmeninggal dengan gambaran klinis yang
meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium
Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RTPCR).

14. Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-
19yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase
Polymerase Chain Reaction (RTPCR)atau menggunakan Rapid Test Antigen.

15. Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus
Probable atau konfirmasi COVID-19.

16. Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan
rekomendasi Kementerian Kesehatan.

17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal
pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi.

18. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi yang selanjutnya
disebut Satgas COVID-19adalah satuan tugas yang dibentuk dan ditetapkan
oleh Gubernur dalam rangka percepatan Penanganan COVID-19di Daerah.

11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

12. Suspek adalah seseorang yang memenuhi kriteria klinis dan zatau riwayat
kontak erat dengan kasus probablejkonfirmasi COVID-19jkluster COVID-
19.

2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.

6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara
Nasional Republik Indonesia.

7. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

8. Corona Virus Desease 2019 yang selanjutnya disebut disingkat COVID-19
adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory
Syndrome Corona Virus-2.

9. Isolasi adalah upaya memisahkan seseorang yang sakit yang membutuhkan
perawatan COVID-19 atau seseorang terkonfirmasi COVID19, dari orang
yang sehat yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.

10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah
sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk
mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-
19.
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2. G ubernu r ad a lah  G u b ern u r K alim antan Timur.

3. Pem erin tah  D aerah  adalah  G ubernu r sebagai u n s u r  penyelenggara 
pem erin tahan  d aerah  yang m em im pin p e lak san aan  u ru sa n  pem erin tahan  
yang m enjadi kew enangan daerah  otonom  Provinsi K alim antan  Timur.

4. Perangkat D aerah  ad a lah  u n s u r  p em ban tu  G ubernu r d an  Dewan Perw akilan 
Rakyat D aerah  dalam  penyelenggaraan  u ru sa n  p em erin tahan  yang m enjadi 
kew enangan D aerah.

5. S a tu an  Polisi Pam ong Praja yang se lan ju tnya  d iseb u t Satpol PP adalah  
S a tu an  Polisi Pam ong Praja Provinsi K alim antan Timur.

6. T entara  N asional Indonesia  yang se lan ju tnya  d isingkat TNI ad a lah  T en tara  
Nasional R epublik Indonesia.

7. Kepolisian ad a lah  Kepolisian Negara Republik Indonesia.

8. Corona V irus D esease 2019 yang se lan ju tnya  d isebu t d isingkat COVID-19 
adalah  penyakit m en u la r yang d isebabkan  oleh Severe Acute Respiratory  
Syndrom e Corona Virus-2.

9. Isolasi ad a lah  u p ay a  m em isahkan  seseorang yang sak it yang m em b u tu h k an  
peraw atan  COVID-19 a ta u  seseorang  terkonfirm asi COVID19, dari orang 
yang se h a t yang b e rtu ju an  u n tu k  m engurangi risiko penu la ran .

10. Perilaku H idup B ersih dan  S ehat yang se lan ju tnya  d isingkat PHBS adalah  
sekum pulan  perilaku  yang d ip rak tikkan  a ta s  d a sa r  k e sad a ran  u n tu k  
m encegah te rp ap arn y a  diri dan  lingkungan sek itar dari penyebaran  COVID- 
19.

11. Setiap O rang ad a lah  orang perseorangan  a ta u  b ad an  u sa h a , baik  yang 
berbadan  h u k u m  m au p u n  yang tidak  berbadan  hukum .

12. S uspek  ad a lah  seseorang  yang m em enuhi k rite ria  k linis d a n /a ta u  riw ayat 
kon tak  e ra t dengan  k a su s  p robab le /konfirm asi C O V ID -19/kluster COVID- 
19.

13. Probable ad a lah  seseorang  dengan infeksi sa lu ran  p e rn a p a sa n  a k u t b e ra t/  
acu te  resp ira to ry  d is tress  syndrom e/  m eninggal dengan gam baran  klinis yang 
m eyakinkan COVID-19 d an  belum  ad a  hasil pem eriksaan  laboratorium  

Reverse T ranscrip tase  Polym erase C hain  Reaction (RT PCR).

14. Konfirmasi ad a lah  seseorang yang d inyatakan  positif terinfeksi v irus COVID- 
19 yang d ibuk tikan  dengan  pem eriksaan  laboratorium  Reverse T ranscrip tase  
Polym erase C hain  Reaction (RT PCR) a ta u  m enggunakan  Rapid Test Antigen.

15. Kontak E ra t ad a lah  seseorang  yang memiliki riw ayat kon tak  dengan k a su s  

Probable a ta u  konfirm asi COVID-19.

16. M asker ad a lah  a la t pelindung diri yang m em enuhi s ta n d a r  sesua i dengan 

rekom endasi K em enterian K esehatan.

17. S a tu an  Pendid ikan  ada lah  kelom pok layanan  pend id ikan  yang 
m enyelenggarakan pend id ikan  p ad a  ja lu r  form al, nonform al, d an  inform al 

pad a  setiap  jen is  d an  jen jang  pendid ikan , te rm asu k  p erg u ru an  tinggi.

18. S a tu an  Tugas P enanganan  COVID-19 Tingkat Provinsi yang selan ju tnya  
d isebu t S atgas COVID-19 ada lah  sa tu a n  tugas yang d ib en tu k  d an  d ite tapkan  
oleh G ubernu r dalam  rangka  percepatan  P enanganan  COVID-19 di D aerah.



Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. pelindungan kesehatan individu;
b. pelindungan kesehatan masyarakat;
c. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan;
d. penyelidikan epidemiologi;
e. penyebarluasan informasi;
f. koordinasi dan kerja sama;
g. pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
h. sanksi; dan
1. pendanaan.

Pasa14

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk pengendalian penyebaran Covid-19
melalui:
a. Mengoptimalkan pelaksanaan protokol kesehatan;
b. penguatan upaya 3T (tracing) testing dan treatment); dan
c. percepatan vaksinasi COVID-19dalam upaya menekan penyebaran COVID-

19.

Pasal3

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian penyebaran COVID-19.

Pasa12

19. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme
yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau
bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi
toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya,
yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik
secara aktif terhadap penyakit tertentu.

20. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka
menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap
suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit
tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak
menjadi sumber penularan.

21. Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kesehatan.
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19. Vaksin adalah  p roduk  biologi yang berisi an tigen  b e ru p a  m ikroorganism e 
yang su d a h  m ati a ta u  m asih  h idup  yang d ilem ahkan, m asih  u tu h  a ta u  
bagiannya, a ta u  b e ru p a  toksin  m ikroorganism e yang telah  diolah m enjadi 
toksoid a ta u  pro tein  rekom binan, yang d itam b ah k an  dengan  zat lainnya, 
yang bila d iberikan  kepada  seseorang akan  m enim bulkan  kekebalan  spesifik 
secara  ak tif te rh ad ap  penyakit te rten tu .

20. V aksinasi ad a lah  pem berian  V aksin yang k h u su s  d iberikan  dalam  rangka 
m enim bulkan  a ta u  m en ingkatkan  kekebalan  seseorang  secara  ak tif te rhadap  
su a tu  penyakit, sehingga apab ila  su a tu  sa a t te rp a jan  dengan penyakit 
te rseb u t tidak  ak an  sak it a ta u  han y a  m engalam i sak it ringan  dan  tidak  
m enjadi sum ber penu laran .

21. D inas k e seh a tan  Provinsi K alim antan Tim ur yang se lan ju tnya  d isebu t D inas 
adalah  P erangkat D aerah  yang m enyelenggarakan u ru s a n  pem erin tahan  
bidang keseha tan .

Pasal 2

P enyusunan  P e ra tu ran  G ub ern u r ini d im ak su d k an  sebagai d a sa r  pedom an bagi 
Pem erintah D aerah  dalam  m elakukan  pengendalian  penyebaran  COVID-19.

Pasal 3

P era tu ran  G u b ern u r ini b e rtu ju an  u n tu k  pengendalian  penyebaran  Covid-19 

melalui:
a. M engoptim alkan p e lak san aan  protokol kesehatan ;
b. penguatan  up ay a  3T (tracing, testing  d an  treatment); dan
c. percepatan  vaksinasi COVID-19 dalam  upaya  m enekan  penyebaran  COVID- 

19.

Pasal 4

R uang lingkup P e ra tu ran  G ub ern u r ini meliputi:
a. pe lindungan  k e seh a tan  individu;
b. pelindungan  k eseh a tan  m asyarakat;
c. P em berlakuan  P em batasan  Kegiatan;
d. penyelidikan epidemiologi;
e. penyebarluasan  inform asi;
f. koordinasi dan  kerja  sam a;
g. p e lak san aan  vaksinasi Covid-19;

h. sanksi; d an
i. pendanaan .



(4) Masker kain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus
memenuhi kriteria:
a. menggunakan bahan katun dan memiliki lapisan paling sedikit 2 (dua)

lapis;
b. menggunakan pengait telinga dengan tali elastis, atau tali non elastis

yang panjang untuk diikatkan kebelakang kepala sehingga Masker bisa
pas di wajah dan tidak kendur;

c. kedua sisinya berbeda warna agar dapat diketahui mana bagian dalam
dan bagian luar;

d. mudah dibersihkan dan dicuci tanpa berubah bentuk dan ukuran; dan
e. mampu menutupi area hidung, mulut dan bawah dagu dengan baik.

(5) Penggunaan Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. menggunakan Masker dengan baik dan benar menutup area hidung,

mulut dan bawah dagu, serta dapat menerapkan penggunaan masker
ganda (kombinasi Masker medis dan Masker kain) di tempat yang
memiliki risiko penularan cukup tinggi; dan

b. memastikan Masker yang digunakan terjaga kebersihannya dan diganti
setiap 4 (empat) jam pemakaian atau ketika basah.

(3) Standar Masker bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a harus
memenu hi kriteria:
a. Bacterial Filtration Efficency ~ 98;
b. ParticleFiltration Effiency ~ 98; dan
c. Fluid Resistance Minimal 120 mmHg.

(1) Setiap Orang wajib menggunakan Masker untuk melindungi kesehatan
individu ketika berada di luar rumah, saat berkendara, tempat kerja
darr/ atau tempat aktivitas lainnya.

(2) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
a. standar Masker bedah; dan
b. standar Masker kain.

Pasal6

Bagian Kedua
Penggunaan Masker

Pelindungan kesehatan individu dalam pengendalian penyebaran COVID-19di
Daerah, meliputi:
a. penggunaan Masker;
b. penerapan PHBS; dan
c. pelaksanaan Isolasi.

Pasal5

Bagian Kesatu
Umum

BABII
PELINDUNGANKESEHATANINDIVIDU
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BAB II
PELINDUNGAN KESEHATAN INDIVIDU

Bagian K esatu 
Um um

Pasal 5

Pelindungan k e seh a tan  individu dalam  pengendalian  penyebaran  COVID-19 di 
D aerah, m eliputi:
a. penggunaan  M asker;
b. penerapan  PHBS; dan
c. p e lak san aan  Isolasi.

Bagian K edua 
Penggunaan  M asker

Pasal 6

(1) Setiap O rang wajib m enggunakan  M asker u n tu k  m elindungi k eseha tan  
individu ketika  b e rad a  di lu a r rum ah , sa a t berkendara , tem pat kerja 
d a n /a ta u  tem p a t ak tiv itas lainnya.

(2) M asker sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) h a ru s  m em enuhi s ta n d a r 
sesuai k e te n tu an  p e ra tu ran  pe ru n d an g -u n d an g an  yang m eliputi:
a. s ta n d a r  M asker bedah; dan
b. s ta n d a r  M asker kain.

(3) S tan d ar M asker bedah  sebagaim ana d im aksud  p a d a  ayat (2) h u ru f  a  h a ru s  
m em enuhi kriteria:
a. Bacterial Filtration Efficency  >98;
b. Particle Filtration E ffiency > 98; dan
c. Fluid R esistance Minimal 120 mmHg.

(4) M asker ka in  sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (2) h u ru f  b h a ru s  
m em enuhi kriteria:
a. m enggunakan  b a h an  k a tu n  dan  memiliki lap isan  paling sedik it 2 (dua) 

lapis;
b. m enggunakan  pengait telinga dengan tali e lastis, a ta u  tali non  elastis 

yang pan jang  u n tu k  d iika tkan  kebelakang kepala  sehingga M asker b isa  
pas di w ajah  dan  tidak  kendur;

c. kedua  sisinya berbeda w arna  agar d ap a t d iketahu i m an a  bagian dalam  
dan  bagian  luar;

d. m u d ah  d ibersihkan  dan  dicuci ta n p a  b e ru b ah  b e n tu k  d an  u k u ran ; dan
e. m am pu m en u tu p i a rea  hidung, m u lu t d an  baw ah dagu  dengan  baik.

(5) Penggunaan M asker sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) d ilak sanakan  
dengan ke ten tuan :
a. m enggunakan  M asker dengan baik  dan  b en ar m en u tu p  a rea  hidung, 

m u lu t d an  baw ah dagu, se rta  d ap a t m enerapkan  penggunaan  m asker 
ganda (kom binasi M asker m edis dan  M asker kain) di tem pat yang 
memiliki risiko p en u la ran  cukup  tinggi; dan

b. m em astikan  M asker yang d igunakan  terjaga kebersihannya  d an  diganti 
setiap  4 (empat) jam  pem akaian  a ta u  ketika  basah .



(2) Setiap Orang dengan status Konfirmasi COVID-19 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sebelum menjalankan Isolasi, wajib melaporkan kepada
pusat kesehatan masyarakat di wilayah tempat tinggal/ domisili.

(3) Isolasi bagi Setiap Orang dengan status Konfirmasi COVID-19 dilakukan
di:
a. tempat karantina atau Isolasi terpusat;
b. rumah masing-rnasing secara mandiri dengan menerapkan protokol

kesehatan dengan lebih ketat; atau
c. rumah sakit bagi yang bergejala sedang, berat dan kritis.

(4) Setiap Orang dengan status Konfirmasi COVID-19 yang tidak
melaksanakan Isolasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat dikenakan upaya penjemputan paksa untuk ditempatkan pada
lokasi Isolasi terpusat.

(5) Upaya penjemputan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Satgas COVID-19,
Perangkat Daerah terkait, dan dapat didampingi oleh unsur TNI dan/ atau
Kepolisian.

(1) Setiap Orang di Daerah dengan status Konfirmasi COVID-19 wajib
menjalankan Isolasi guna mencegah penyebaran COVID-19 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal8

Bagian Keempat
Pelaksanaan Isolasi

(1) Setiap Orang wajib menerapkan PHBS Pencegahan COVID-19.

(2) Penerapan PHBS Pencegahan COVID-19sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),meliputi:
a. menggunakan Masker di luar rumah;
b. cuci tangan pakai sabun dan air mengalir dilakukan selama 20 (dua

puluh) detik sebelum darr/ atau sesudah beraktivitas;
c. menjagajarak fisik dalam rentang paling sedikit 1m (satu meter) an tara

orang jika dalam berinteraksi kelompok;
d. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang banyak;
e. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting

dan mendesak;
f. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika

merasa tidak sehat;
g. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki komorbid

dan risiko tinggi jika terpapar COVID-19;
h. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
1. melakukan olahraga secara rutin; dan
J. mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.

Pasal7

Bagian Ketiga
Penerapan PHBS
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Bagian Ketiga 
Penerapan  PHBS

Pasal 7

(1) Setiap O rang wajib m enerapkan  PHBS Pencegahan COVID-19.

(2) Penerapan  PHBS Pencegahan COVID-19 sebagaim ana d im aksud  pada  ayat
(1), m eliputi:
a. m enggunakan  M asker di lu a r rum ah;
b. cuci tangan  pakai sa b u n  dan  air m engalir d ilakukan  selam a 20 (dua 

puluh) detik  sebelum  d a n /a ta u  sesu d ah  beraktiv itas;
c. m enjaga ja ra k  fisik dalam  ren tang  paling sedikit 1 m  (satu  meter) a n ta ra  

orang jik a  dalam  berin teraksi kelompok;
d. m em batasi diri u n tu k  tidak  berada  dalam  k e ru m u n a n  orang banyak;
e. m em batasi ak tiv itas ke lu a r  ru m ah  hanya  u n tu k  keg iatan  yang penting  

dan  m endesak;

f. m enjaga k eseh a tan  diri d an  tidak  berak tiv itas di lu a r ru m ah  ketika 
m erasa  tidak  sehat;

g. m em batasi ak tiv itas di lu a r ru m ah  bagi m ereka yang m em iliki kom orbid 
dan  risiko tinggi jik a  te rp ap ar COVID-19;

h. m enghindari penggunaan  a la t pribadi secara  bersam a;
i. m elakukan  o lahraga  secara  ru tin ; dan
j. m engkonsum si m ak an an  yang seh a t dan  bergizi seim bang.

Bagian Keem pat 
P e laksanaan  Isolasi

Pasal 8

(1) Setiap O rang di D aerah  dengan s ta tu s  Konfirm asi COVID-19 wajib 
m en ja lankan  Isolasi g una  m encegah penyebaran  COVID-19 sesua i dengan 
k e ten tu an  p e ra tu ra n  p e rundang -undangan .

(2) Setiap O rang dengan  s ta tu s  Konfirm asi COVID-19 sebagaim ana  d im aksud  
pada ayat (1), sebelum  m en ja lankan  Isolasi, wajib m elaporkan  kepada 
p u sa t k e seh a tan  m asy arak a t di w ilayah tem pat tinggal/dom isili.

(3) Isolasi bagi Setiap O rang dengan s ta tu s  Konfirm asi COVID-19 d ilakukan  
di:
a. tem pat k a ra n tin a  a ta u  Isolasi te rpusat;
b. ru m ah  m asing-m asing  secara  m andiri dengan  m enerapkan  protokol 

k eseh a tan  dengan  lebih ketat; a ta u
c. ru m ah  sak it bagi yang bergejala sedang, b e ra t dan  kritis.

(4) Setiap O rang dengan  s ta tu s  Konfirm asi COVID-19 yang tidak  
m elaksanakan  Isolasi sesua i k e ten tu an  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat
(3) d ap a t d ikenakan  u p ay a  pen jem pu tan  p ak sa  u n tu k  d item patkan  pada  

lokasi Isolasi te rp u sa t.

(5) Upaya pen jem pu tan  p ak sa  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (4) 
d ilak san ak an  oleh Satpol PP berkoordinasi dengan S atgas COVID-19, 
Perangkat D aerah  terkait, d an  d ap a t didam pingi oleh u n s u r  TNI d a n /a ta u  

Kepolisian.



(1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab
perkantorarr/ tempat kerja, dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja
wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
a. melakukan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;dan
b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.

(2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. mendata pegawai/ karyawan dengan komorbid dan risiko tinggi serta

penyintas COVID-19;
b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang

ditempatkan pada area keluar-masuk perkantoran;
c. menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap lantai,

area lift, dan mesin absensi;
d. melakukan pengukuran suhu kepada pegawai/karyawan maupun tamu
yang akan memasuki perkantoran;

e. menyediakan Masker cadangan dan mewajibkan penggunaan Masker
ditempat kerja bagi pegawai/karyawan dan tamu;

Pasal 10

Paragraf 1
Perkantoran/Tempat Kerja

Bagian Kedua
Perkantorarr/Ternpat Kerja, Usaha dan Industri

dengansesuailainnyakesehatan
undangan.

harus memperhatikan protokol
ketentuan peraturan perudang-

yang

memungkinkan adanyadapatyang
l.

J.
k. tempat wisata;

fasilitas pelayanan kesehatan;
m. area publik, tempat lainnya

kerumunan massa; dan
n. tempat dan fasilitas umum

perhotelan / penginapan lain yang sejenis;

Pelindungan kesehatan masyarakat dalam pengendalian penyebaran COVID-
19 di Daerah, meliputi pelindungan pada:
a. perkantoran r ternpat kerja, usaha dan industri;
b. sekolab / institusi pendidikan lainnya;
c. tempat ibadah;
d. terminal dan pelabuhan;
e. transportasi umum;
f. swalayarr/ retail modern, toko dan pasar tradisional;
g. apotek dan toko obat;
h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
1. pedagang kaki Iimay lapak jajanan;

Pasal9

Bagian Kesatu
Umum

BABIII
PELINDUNGANKESEHATANMASYARAKAT
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BAB III
PELINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT

Bagian K esatu 
Um um

Pasal 9

Pelindungan k eseh a tan  m asy arak a t dalam  pengendalian  penyebaran  COVID- 
19 di D aerah, m eliputi pe lindungan  pada:
a. p e rk a n to ra n /te m p a t kerja, u sa h a  d an  industri;
b. se k o lah /in s titu s i pend id ikan  lainnya;
c. tem pat ibadah;
d. term inal d an  pelabuhan ;
e. tran sp o rta s i um um ;

f. sw alay an /re ta il m odern, toko dan  p a sa r  tradisional;
g. apotek d an  toko obat;
h. w arung  m akan , ru m ah  m akan , cafe dan  resto ran ;
i. pedagang kaki lim a /la p ak  ja jan an ;
j. p e rh o te lan /p en g in ap an  lain yang sejenis;
k. tem pat w isata;
l. fasilitas pe layanan  keseha tan ;

m. a rea  publik , tem pat lainnya yang d ap a t m em ungkinkan  adanya  
k e ru m u n an  m assa ; dan

n. tem pat d an  fasilitas u m u m  yang h a ru s  m em perha tikan  protokol 
k eseh a tan  la innya sesua i dengan k e te n tu an  p e ra tu ran  perudang- 
undangan .

Bagian K edua
P erk an to ran /T em p a t Kerja, U saha  d an  Industri

Paragraf 1
P erk an to ran /T em p a t Kerja 

Pasal 10

(1) Pelaku u sa h a , pengelola, penyelenggara, a ta u  penanggung  jaw ab 
p e rk a n to ra n /te m p a t kerja, dalam  m enyelenggarakan aktiv itas bekerja 
wajib m elak san ak an  pelindungan  k eseh a tan  m asyarakat, yang m eliputi:
a. m elakukan  edukasi dan  protokol k e seh a tan  pencegahan  COVID-19; dan
b. m elakukan  p em b a tasan  in te raksi fisik pad a  setiap  aktiv itas kerja.

(2) E dukasi d an  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 sebagaim ana 
d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  a, terdiri a tas:
a. m en d a ta  pegaw ai/karyaw an  dengan kom orbid dan  risiko tinggi se rta  

penyin tas COVID-19;
b. m enyediakan sa ra n a  cuci tangan  dengan a ir m engalir d an  sa b u n  yang 

d item patkan  p ad a  a rea  k e lu a r-m asu k  perkan to ran ;
c. m enyediakan ca iran  pem bersih  tangan  (hand sanitizerj di se tiap  lan ta i, 

a rea  lift, d an  m esin  absensi;
d. m elakukan  p en g u k u ran  su h u  kepada pegaw ai/karyaw an  m au p u n  tam u  

yang ak an  m em asuk i perkan to ran ;
e. m enyediakan M asker cadangan  dan  m ew ajibkan penggunaan  M asker 

d item pat kerja  bagi pegaw ai/karyaw an  d an  tam u;



(1) Kepala Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan aktivitas wajib
melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat yang meliputi:
a. melakukan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;dan
b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.

(2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a, terdiri atas:
a. mendata pegawai dengan komorbid dan risiko tinggi serta penyintas

COVID-19;
b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang

ditempatkan pada area keluar-rnasuk perkantoran;

Pasal 11

Paragraf 2
PerkantoranjTempat Kerja Instansi Pemerintah

f. memasang media informasi tertulis, audio danj atau visual secara
reguler di lokasi strategis untuk mengingatkan pegawaijkaryawan dan
tamu agar mengikuti ketentuan menggunakan Masker, pembatasan
jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir j cairan
pembersih tangan (hand sanitizer);

g. membentuk tim Satgas COVID-19 internal perusahaan dengan
keputusan pimpinan perkantoranjtempat kerja;

h. melakukan tes secara acak dan berkala;
1. melakukan pembersihan pada peralatan yang sering digunakan secara
bersama dengan cairan disinfektan setiap harinya, dan melakukan
penyemprotan disinfektan ruangan secara berkala setiap bulannya;

J. tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang
sedang menjalani perawatan dan Isolasi;

k. memberikan sanksi bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol
kesehatan pencegahan COVID-19 yang diatur dalam peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja;

1. membuat dan menempelkan Instruksi terkait protokol kesehatan pada
area yang mudah dibaca pegawaijkaryawan maupun tamu;

m. dalam hal ditemukan pekerja terkonfirmasi COVID-19, dilakukan
penutupan tempat kerja selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam
dan melakukan disinfeksi ruangan secara menyeluruh;

n. dalam hal terjadi klaster penularan COVID-19, pengelola gedung
melakukan penutupan 1 (satu) kesatuan areajgedung perkantoran
selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

o. memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada petugas yang
melakukan pemeriksaan.

(3) Pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf b, terdiri atas:
a. menerapkan sistem bekerja di rumah (work from home) secara bergilir
dan membatasi kapasitasjumlah pekerja dalam waktu yang bersamaan;

b. melakukan pembatasan kapasitas tamu dan pengaturan jarak tempat
duduk paling sedikit 1 m (satu meter); dan

c. membatasi aktivitas yang dapat menyebabkan kerumunan an tara lain
rapat, seminar, apel, namun lebih dioptimalkan dengan memanfaatkan
teknologi untuk melaksanakan aktivitas tersebut secara virtual.
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f. m em asang  m edia inform asi tertu lis , audio d a n /a ta u  visual secara  
reguler di lokasi stra teg is u n tu k  m engingatkan  pegaw ai/karyaw an  dan  
tam u  agar m engikuti k e ten tu an  m enggunakan  M asker, p em b a tasan  
ja ra k  fisik d an  m encuci tangan  pakai sa b u n  dengan  a ir m en g a lir/ca iran  
pem bersih  tan g an  (hand sanitizer)-,

g. m em bentuk  tim  S atgas COVID-19 in te rnal p e ru sa h a a n  dengan 
k e p u tu san  p im pinan  p e rk a n to ra n /te m p a t kerja;

h. m elakukan  tes secara  acak  dan  berkala;

i. m elakukan  pem bersihan  pada  p era la tan  yang sering d igunakan  secara  
b ersam a dengan  ca iran  d isinfektan  setiap  harinya , d an  m elakukan  
penyem protan  d isin fek tan  ru an g an  secara  berka la  se tiap  bulannya;

j. tidak  m elakukan  p e m u tu sa n  h u b u n g an  kerja  kepada  pekerja  yang 
sedang m enjalan i peraw atan  dan  Isolasi;

k. m em berikan  san k si bagi pekerja  yang tidak  m elak san ak an  protokol 
k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 yang d ia tu r dalam  p e ra tu ran  
p e ru sah a a n  a ta u  perjan jian  kerja;

l. m em buat d an  m enem pelkan  In stru k si te rka it protokol k eseh a tan  pada  
a rea  yang m u d ah  d ibaca  pegaw ai/karyaw an  m a u p u n  tam u;

m. dalam  hal d item ukan  pekerja  terkonfirm asi COVID-19, d ilakukan  
p en u tu p a n  tem p at kerja  selam a 3x24 (tiga kali d u a  p u lu h  em pat) jam  
dan  m elakukan  disinfeksi ru an g an  secara  m enyeluruh;

n. dalam  hal terjad i M aster p en u la ran  COVID-19, pengelola gedung 
m elakukan  p e n u tu p a n  1 (satu) k e sa tu a n  a re a /g e d u n g  p erkan to ran  
selam a 3x24 (tiga kali d u a  p u lu h  empat) jam .

o. m em berikan  ke te rangan  yang sebenar-benarnya  kepada  pe tugas yang 
m elakukan  pem eriksaan .

(3) P em batasan  in te raksi fisik pada  setiap  aktiv itas kerja  sebagaim ana 
d im aksud  pad a  aya t (1) h u ru f  b, terdiri atas:
a. m enerapkan  sistem  bekerja  di ru m ah  (work from  home) secara  bergilir 

dan  m em batasi k ap asitas  ju m lah  pekerja  dalam  w ak tu  yang bersam aan ;
b. m elakukan  p em b a tasan  k ap asitas  tam u  dan  p en g a tu ran  ja ra k  tem pat 

d u d u k  paling sedikit 1 m (satu  meter); dan
c. m em batasi ak tiv itas yang d ap a t m enyebabkan  k e ru m u n a n  a n ta ra  lain 

rapa t, sem inar, apel, n a m u n  lebih dioptim alkan dengan  m em anfaatkan  
teknologi u n tu k  m elak san ak an  aktiv itas te rseb u t secara  virtual.

Paragraf 2
P erk an to ran /T em p a t Kerja In s tan si Pem erin tah

Pasal 11

(1) Kepala Perangkat D aerah  dalam  m enyelenggarakan ak tiv itas wajib 
m elaksanakan  pe lindungan  k eseh a tan  m asy arak a t yang m eliputi:
a. m elakukan  edukasi dan  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19; dan
b. m elakukan  p em b a tasan  in te raksi fisik p ad a  setiap  ak tiv itas kerja.

(2) E dukasi d an  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 sebagaim ana 
d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  a, terdiri a tas:
a. m enda ta  pegawai dengan  kom orbid d an  risiko tinggi se rta  penyin tas 

COVID-19;
b. m enyediakan sa ra n a  cuci tan g an  dengan a ir m engalir d an  sa b u n  yang 

d item patkan  p ad a  a rea  ke lu ar-m asu k  perkan to ran ;



(1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat
usaha darr/ atau industri, dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib
melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
a. melakukan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;dan
b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.

Pasal 12

Bagian Ketiga
Pelindungan Kesehatan Masyarakat

pada Tempat Usaha danl atau Industri

c. menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap lantai,
area lift, dan mesin absensi;

d. melakukan pengukuran suhu kepada pegawai maupun tamu yang akan
memasuki perkantoran;

e. mewajibkan penggunaan Masker di tempat kerja bagi pegawai dan
tamu;

f. memasang media informasi berupa tertulis, audio darr/ atau visual
secara reguler di lokasi strategis untuk mengingatkan pegawai dan
tamu agar mengikuti ketentuan menggunakan masker, pembatasan
jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir Icairan
pembersih tangan (hand sanitizer);

g. membentuk tim Satgas COVID-19 internal Perangkat Daerah dengan
keputusan kepala Perangkat Daerah;

h. melakukan tes secara acak dan berkala;
1. melakukan pembersihan pada bagian dari bangunan dan peralatan

yang sering disentuh dan digunakan secara bersama dengan cairan
disinfektan setiap harinya, dan melakukan penyemprotan disinfektan
ruangan secara berkala setiap bulannya;

J. memberikan sanksi disiplin bagi pegawai yang tidak melaksanakan
protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian;

k. membuat dan menempelkan Instruksi terkait protokol kesehatan pada
area yang mudah dibaca pegawai maupun tamu;

1. dalam hal ditemukan pekerja terkonfirmasi COVID-19, dilakukan
penutupan tempat kerja selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam
dan melakukan disinfeksi ruangan secara menyeluruh;

m. dalam hal terjadi klaster penularan COVID-19, pengelola gedung
melakukan penutupan 1 (satu) kesatuan area Zgcdung perkantoran
selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam; dan

n. memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada petugas yang
melakukan pemeriksaan.

(3) Pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf b, terdiri atas:
a. menerapkan sistem bekerja di rumah (work from home) secara bergilir
dan membatasi kapasitas jumlah pekerja dalam waktu yang bersamaan;

b. melakukan pembatasan kapasitas tamu dan pengaturan jarak tempat
duduk paling sedikit 1m (satu meter); dan

c. membatasi aktivitas yang dapat menyebabkan kerumunan antara lain
rapat, seminar, pertemuan, apel dengan memanfaatkan teknologi untuk
melaksanakan aktivitas tersebut secara virtual.
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c. m enyediakan ca iran  pem bersih  tangan  (hand sanitizer) di setiap  lan tai, 
a rea  lift, d an  m esin  absensi;

d. m elakukan  p en g u k u ran  su h u  kepada  pegawai m au p u n  tam u  yang ak an  
m em asuk i perkan to ran ;

e. m ew ajibkan penggunaan  M asker di tem p at kerja  bagi pegawai dan  
tam u;

f. m em asang  m edia inform asi be ru p a  tertu lis , audio  d a n /a ta u  visual 
secara  reguler di lokasi stra teg is u n tu k  m engingatkan  pegawai dan  
tam u  agar m engikuti k e ten tu an  m enggunakan  m asker, pem b atasan  
ja ra k  fisik d an  m encuci tangan  pakai sa b u n  dengan  a ir m en g a lir/ca iran  
pem bersih  tan g an  (hand sanitizer);

g. m em ben tuk  tim  S atgas COVID-19 in ternal P erangkat D aerah  dengan 
k e p u tu san  kepala  P erangkat D aerah;

h. m elakukan  tes secara  acak  dan  berkala;
i. m elakukan  pem bersihan  p ad a  bagian  dari b a n g u n an  d an  pera la tan  

yang sering d isen tu h  dan  d igunakan  secara  b ersam a dengan cairan  
d isinfektan  setiap  harinya , dan  m elakukan  penyem protan  d isinfektan 
ru an g an  secara  berkala  setiap  bulannya;

j. m em berikan  san k si disiplin bagi pegawai yang tidak  m elaksanakan  
protokol k e seh a tan  pencegahan  COVID-19 yang m engacu pada  
k e ten tu an  p e ra tu ra n  pe ru n d an g -u n d an g an  m engenai kepegaw aian;

k. m em buat d an  m enem pelkan  In stru k si te rka it protokol k e seh a tan  pada  
a rea  yang m u d ah  d ibaca pegawai m au p u n  tam u;

l. dalam  hal d item ukan  pekerja terkonfirm asi COVID-19, d ilakukan  
p en u tu p a n  tem pat kerja  selam a 3 x 24 (tiga kali d u a  p u lu h  empat) jam  
dan  m elakukan  disinfeksi ru an g an  secara  m enyeluruh;

m. dalam  hal terjad i k laste r p en u la ran  COVID-19, pengelola gedung 
m elakukan  p e n u tu p a n  1 (satu) k e sa tu a n  a re a /g e d u n g  p erk an to ran  
selam a 3x24 (tiga kali d u a  p u lu h  empat) jam ; dan

n. m em berikan  ke te rangan  yang sebenar-benarnya  kepada  pe tugas yang 
m elakukan  pem eriksaan .

(3) P em batasan  in te raksi fisik pad a  setiap  aktiv itas kerja  sebagaim ana 
d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  b, terdiri a tas:
a. m enerapkan  sistem  bekerja  di ru m ah  (work from  home) secara  bergilir 

dan  m em batasi k a p as ita s  ju m lah  pekerja  dalam  w ak tu  yang bersam aan ;
b. m elakukan  p em b a tasan  k ap asitas  tam u  dan  p en g a tu ran  ja ra k  tem pat 

d u d u k  paling sedik it 1 m  (satu  meter); dan
c. m em batasi ak tiv itas yang d ap a t m enyebabkan  k e ru m u n a n  a n ta ra  lain 

rapa t, sem inar, pe rtem uan , apel dengan m em anfaa tkan  teknologi u n tu k  
m elak san ak an  aktiv itas te rseb u t secara  virtual.

Bagian Ketiga
Pelindungan K esehatan  M asyarakat 

p ad a  Tem pat U saha d a n /a ta u  Industri

Pasal 12

(1) Pelaku u sa h a , pengelola, penyelenggara, a ta u  penanggung  jaw ab tem pat 
u sa h a  d a n /a ta u  in d u stri, dalam  m enyelenggarakan aktiv itas u sa h a  wajib 
m elaksanakan  pelindungan  k eseh a tan  m asyarakat, yang m eliputi:
a. m elakukan  ed u k asi dan  protokol k e seh a tan  pencegahan  COVID-19; dan
b. m elakukan  p em b a tasan  in te raksi fisik pad a  setiap  aktiv itas kerja.



(2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a, terdiri atas:
a. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang
ditempatkan pada area keluar-masuk tempat usaha dan/ atau tempat
industri;

b. menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer; di setiap lantai,
area lift, dan mesin absensi;

c. melakukan pengukuran suhu kepada pekerja maupun tamu yang akan
memasuki tempat usaha dan/ atau tempat industri;

d. mewajibkan penggunaan Masker di tempat usaha dan/ atau industri,
dan menyediakan media informasi secara tertulis dalam bentuk poster
atau banner;

e. melakukan pembersihan pada bagian gedung dan peralatan yang sering
disentuh dan digunakan secara bersama dengan cairan disinfektan
setiap harinya, dan melakukan penyemprotan disinfektan ruangan
secara berkala setiap bulannya;

f. tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang
sedang menjalani perawatan dan Isolasi;

g. memberikan sanksi bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol
kesehatan pencegahan COVID-19 yang diatur dalam peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja;

h. membuat dan menempelkan Instruksi terkait protokol kesehatan pada
area yang mudah dibaca oleh para pekerja, tamu dan pengunjung;

1. menerapkan kebijakan self assessment risiko COVID-19 untuk
memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak
terkonfirmasi COVID-19;

J. memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan
pekerja, pelaku usaha, konsumen dan pengunjung agar mengikuti
ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun
dengan air mengalir / cairan pembersih tangan (hand sanitizen serta
menggunakan Masker;

k.mengoptimalkan desain dan fungsi ruang kerja dengan sirkulasi udara
yang baik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup;

1. mengedukasi dan melatih pekerja mengenai protokol kesehatan
pencegahan COVID-19;

m. dalam hal ditemukan pekerja terkonfirmasi COVID-19, dilakukan
penutupan tempat kerja selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam
dan melakukan disinfeksi ruangan secara menyeluruh; dan

n. dalam hal terjadi klaster penularan COVID-19, pengelola gedung
melakukan penutupan 1 (satu) kesatuan area Zgedung perkantoran
selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

(3) Pembatasan interaksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri atas:
a. mengatur waktu kerja secara bergilir dan membatasi kapasitas jumlah
pekerja dalam waktu bersamaan sesuai dengan kondisi status/level
risiko wilayah setempat;

b. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 m (satu meter);
c. memberikan tanda khusus yang ditempatkan dilantai area padat

pekerjay pengunjung seperti ruang ganti, lift, toilet, area kasir, area
customer service dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja dan
tamu / pelanggan;
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(2) E dukasi d an  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 sebagaim ana
d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  a, terdiri a tas:

a. m enyediakan sa ra n a  cuci tangan  dengan air m engalir d an  sa b u n  yang 
d item patkan  p ad a  a rea  ke lu a r-m asu k  tem pat u sa h a  d a n /a ta u  tem pat 
industri;

b. m enyediakan ca iran  pem bersih  tangan  (hand sanitizer) di se tiap  lantai, 
a rea  lift, d an  m esin  absensi;

c. m elakukan  p en g u k u ran  su h u  kepada pekerja  m au p u n  tam u  yang akan  
m em asuki tem p at u s a h a  d a n /a ta u  tem pat industri;

d. m ew ajibkan penggunaan  M asker di tem pat u sa h a  d a n /a ta u  industri, 
d an  m enyediakan  m edia inform asi secara  tertu lis  da lam  b en tu k  poster 
a ta u  banner;

e. m elakukan  pem bersihan  pad a  bagian gedung d an  p era la tan  yang sering 
d isen tu h  d an  d igunakan  secara  b ersam a dengan  ca iran  d isinfektan  
setiap  harinya , d an  m elakukan  penyem protan  d isin fek tan  ru an g an  
secara  berkala  se tiap  bulannya;

f. tidak  m elakukan  p e m u tu sa n  h u b u n g an  kerja  kepada  pekerja  yang 
sedang m enjalani peraw atan  dan  Isolasi;

g. m em berikan  san k si bagi pekerja  yang tidak  m elak san ak an  protokol 
k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 yang d ia tu r dalam  p e ra tu ran  
p e ru sah a a n  a ta u  perjan jian  kerja;

h. m em buat d an  m enem pelkan In stru k si te rka it protokol k eseh a tan  pada  
a rea  yang m u d ah  d ibaca oleh p a ra  pekerja, tam u  dan  pengunjung;

i. m enerapkan  kebijakan s e lf  a ssessm en t risiko COVID-19 u n tu k  
m em astikan  pekerja  yang ak an  m asu k  kerja  dalam  kondisi tidak  
terkonfirm asi COVID-19;

j. m em asang  m edia inform asi di lokasi stra teg is u n tu k  m engingatkan  
pekerja, pe laku  u sa h a , konsum en  d an  pengun jung  agar m engikuti 
k e ten tu an  p em b a tasan  ja ra k  fisik dan  m encuci tan g an  pakai sa b u n  
dengan a ir m en g a lir/ca iran  pem bersih  tangan  (hand sanitizer) se rta  
m enggunakan  M asker;

k. m engoptim alkan desain  d an  fungsi ru an g  kerja  dengan  sirku lasi u d a ra  
yang baik  d a n  m en d ap a tk an  s in a r m atah ari yang cukup ;

l. m engedukasi d an  m elatih  pekerja m engenai protokol k eseh a tan  
pencegahan  COVID-19;

m. dalam  hal d item ukan  pekerja terkonfirm asi COVID-19, d ilakukan  
p e n u tu p a n  tem p a t kerja  se lam a 3x24 (tiga kali d u a  p u lu h  em pat) jam  
dan  m elakukan  disinfeksi ru an g an  secara  m enyeluruh; dan

n. dalam  hal terjad i k las te r p en u la ran  COVID-19, pengelola gedung 
m elakukan  p e n u tu p a n  1 (satu) k e sa tu a n  a re a /g e d u n g  p erkan to ran  
selam a 3x24 (tiga kali d u a  p u lu h  em pat) jam .

(3) P em batasan  in te raksi fisik sebagaim ana d im aksud  p ad a  aya t (1) h u ru f  b,
terdiri a tas:
a. m enga tu r w ak tu  kerja  secara  bergilir dan  m em batasi k ap asitas  ju m lah  

pekerja  dalam  w ak tu  b ersam aan  sesua i dengan  kondisi s ta tu s /le v e l 

risiko w ilayah setem pat;
b. m elakukan  p em b a tasan  ja ra k  fisik paling sedikit 1 m  (sa tu  meter);
c. m em berikan  ta n d a  k h u su s  yang d item patkan  d ilan tai a rea  p ad a t 

p ek erja /p en g u n ju n g  seperti ru an g  ganti, lift, toilet, a rea  kasir, a rea  
custom er service  d an  a rea  lain  sebagai pem batas ja ra k  a n ta r  pekerja  dan  

tam u  /  pelanggan;



(1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Satuan Pendidikan dalam
menyelenggarakan aktivitas pembelajaran wajib melaksanakan pelindungan
kesehatan masyarakat, yang meliputi:
a. melakukan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;dan
b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas pembelajaran.

(2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. menerapkan protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka;
b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang

ditempatkan pada area keluar-masuk Satuan Pendidikan;
c. menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap lantai;
d. melakukan pengukuran suhu kepada peserta didik maupun pendidik yang

akan memasuki area Satuan Pendidikan;
e. mewajibkan penggunaan Masker pada area Satuan Pendidikan;
f. membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan peserta didik dan

pendidik pada Satuan Pendidikan;
g. memberikan pengumuman di seluruh area Satuan Pendidikan secara

berulang dan intensif terkait penerapan protokol kesehatan; dan

Pasal 13

Bagian Keempat
Pelindungan Kesehatan Masyarakat

pada Sekolah/lnstitusi Pendidikan Lainnya

d. pengaturan meja dan tempat duduk dengan jarak paling sedikit 1 m
(satu meter);

e. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan,
seperti:
1. menggunakan pembatas /partisi di meja atau counter sebagai

perlindungan tambahan untuk pekerja; dan
2. mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai, jika masih

menjalankan transaksi tunai maka pelaku usaha wajib menerapkan
tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah penularan COVID-19.

h. mencegah kerumunan tamu, dengan cara:
1. menetapkan kuota dan mengontrol jumlah karyawany tamu yang

dapat masuk ke lokasi usaha untuk membatasi akses dan
menghindari kerumunan;

2. menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjagajarak paling
sedikit 1 m (satu meter);

3. menerima pesanan/reservasi secara daring atau melalui telepon
untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan dan
bagi usaha tertentu dapat menyediakan layanan pesan antar atau
dibawa pulang; dan

4. melaksanakan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

l. menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab khusus
untuk memastikan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-
19 di tempat usaha dan/ atau industri; dan

J. mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam
rangka protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan menyimpan
dokumen serta rekaman paling sedikit selama 3 (tiga) bulan untuk
penelusuran.
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d. p en g a tu ran  m eja d an  tem pat d u d u k  dengan ja ra k  paling sedikit 1 m 
(satu  meter);

e. m elakukan  up ay a  u n tu k  m em inim alkan k o n tak  dengan  pelanggan, 
seperti:

1. m enggunakan  p e m b a ta s /p a rtis i  di m eja a ta u  counter sebagai 
pe rlindungan  tam b ah an  u n tu k  pekerja; dan

2. m endorong penggunaan  m etode pem bayaran  non  tu n a i, jik a  m asih  
m en ja lankan  tra n sa k s i tu n a i m aka pelaku  u sa h a  wajib m enerapkan  
tin d ak an  yang dianggap perlu  u n tu k  m encegah p en u la ran  COVID-19.

h. m encegah k e ru m u n a n  tam u , dengan cara:
1. m en e tap k an  k u o ta  dan  m engontrol ju m lah  karyaw an /  tam u  yang 

d ap a t m asu k  ke lokasi u sa h a  u n tu k  m em batasi ak ses dan  
m enghindari ke ru m u n an ;

2. m enerapkan  sistem  a n trian  di p in tu  m asu k  d an  m enjaga ja ra k  paling 
sedikit 1 m  (sa tu  meter);

3. m enerim a p e san a n /re se rv a s i secara  daring  a ta u  m elalui telepon 
u n tu k  m em inim alkan p ertem u an  langsung  dengan  pelanggan dan  
bagi u sa h a  te r ten tu  d ap a t m enyediakan layanan  p esan  a n ta r  a ta u  
dibaw a pulang; dan

4. m elak san ak an  jam  layanan , sesua i dengan  keb ijakan  yang 
d ite tap k an  oleh Pem erin tah  D aerah.

i. m enugaskan  orang  a ta u  tim  k h u su s  yang bertanggung  jaw ab  k h u su s  
u n tu k  m em astikan  penerapan  protokol k e seh a tan  pencegahan  COVID- 
19 di tem p at u sa h a  d a n /a ta u  industri; d an

j. m endokum en tasikan  se lu ru h  tindakan  yang su d a h  d ilak san ak an  dalam  
rangka  protokol k e seh a tan  pencegahan  COVID-19 dan  m enyim pan 
dokum en se rta  rekam an  paling sedikit se lam a 3 (tiga) bu lan  u n tu k  
pen elu su ran .

Bagian Keem pat
Pelindungan K esehatan  M asyarakat 

p ad a  S ek o lah /In s titu s i Pendidikan Lainnya

Pasal 13

(1) Pengelola, penyelenggara, a ta u  penanggung jaw ab S a tu an  Pendidikan dalam  
m enyelenggarakan aktiv itas pem belajaran  wajib m elak san ak an  pelindungan  
k eseh a tan  m asyarakat, yang m eliputi:
a. m elakukan  ed u k asi d an  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19; dan
b. m elakukan  p em b a tasan  in teraksi fisik pad a  setiap  ak ti v itas pem belajaran.

(2) E dukasi d an  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 sebagaim ana 
d im aksud  p a d a  ayat (1) h u ru f  a, m eliputi:
a. m enerapkan  protokol k eseh a tan  sa a t pem belajaran  ta ta p  m uka;
b. m enyediakan sa ra n a  cuci tangan  dengan a ir m engalir d an  sa b u n  yang 

d item patkan  p ad a  a rea  ke lu ar-m asu k  S a tu an  Pendidikan;
c. m enyediakan ca iran  pem bersih  tangan  (hand sanitizer) di setiap  lantai;
d. m elakukan  p en g u k u ran  su h u  kepada  pe se rta  didik  m a u p u n  pendid ik  yang 

ak an  m em asuk i a rea  S a tu an  Pendidikan;
e. m ew ajibkan penggunaan  M asker p ad a  a rea  S a tu an  Pendidikan;
f. m em buat p ro sed u r p e m an tau an  dan  pelaporan  k eseh a tan  p eserta  didik dan  

pendidik  pad a  S a tu an  Pendidikan;
g. m em berikan  pengum um an  di se lu ru h  a rea  S a tu an  Pendidikan secara  

beru lang  d an  in tensif te rka it penerapan  protokol keseha tan ; dan



(1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah dalam
menyelenggarakan aktivitas kegiatan keagamaan wajib melaksanakan
pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
a. melaksanakan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di
lingkungan tempat ibadah;

b. melakukan pembatasan interaksi fisik bagi pengguna tempat ibadah.

(2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a, meliputi:
a. membatasi jumlah pengguna tempat ibadah sesuai dengan kondisi

status/level risiko wilayah setempat;
b. menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan
tempat ibadah;

c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan
pembersih tangan (hand sanitizer) yang ditempatkan pada area yang mudah
dijangkau;

d. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna tempat ibadah;
e. memberitahukan setiap pengguna tempat ibadah untuk membawa sendiri
perlengkapan ibadah;

f. membersihkan tempat ibadah dan lingkungan sekitar;

Pasal 14

Bagian Kelima
Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Tempat Ibadah

(3) Pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas pembelajaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi satuan pendidikan yang melakukan
pembelajaran tatap muka, meliputi:
a. menerapkan jaga jarak paling sedikit 1,5 m (satu setengah meter);
b. peserta didik tidak melakukan cium tangan pendidik cukup ucapkan salam
dengan jarak paling sedikit 1,5 m (satu setengah meter);

c. peserta didik menempati tempat duduk di kelas yang diatur 1 (satu) kursi
untuk 1 (satu) orang dan menjagajarak duduk antar siswa paling sedikit 1,5
m (satu setengah meter);

d. tidak diperbolehkan saling merninjarnkan alat tulis Zperlengkapan sekolah;
e. membawa perlengkapan pribadi, seperti: perlengkapan sekolah, olahraga,
dan ibadah;

f. saat istirahat untuk kebutuhan makan dan minum tetap berada di dalam
kelas;

g. selesai jam pelajaran terakhir, peserta didik keluar ruangan secara
bergiliran;

h. penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan
melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/ atau jarak antri
yang sudah ditandai; dan

l. pengantaran peserta didik dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan COVID-19
pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur.

h. menyiapkan ruang khusus untuk warga Satuan Pendidikan yang terdeteksi
mengalami gejala umum COVID-19.
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h. m enyiapkan  ru an g  k h u su s  u n tu k  w arga S a tu an  Pendid ikan  yang terdeteksi 
m engalam i gejala u m u m  COVID-19.

(3) P em batasan  in te raksi fisik pad a  setiap  aktiv itas pem belajaran  sebagaim ana 
d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  b bagi sa tu a n  pend id ikan  yang m elakukan  
pem belajaran  ta ta p  m uka, m eliputi:

a. m enerapkan  jag a  ja ra k  paling sedikit 1,5 m  (sa tu  se tengah  meter);

b. peserta  didik tidak  m elakukan  cium  tangan  pendidik  cu k u p  u cap k an  salam  
dengan  ja ra k  paling sedikit 1,5 m  (satu  se tengah  meter);

c. peserta  didik m enem pati tem pat d u d u k  di kelas yang d ia tu r  1 (satu) ku rsi 
u n tu k  1 (satu) orang  d an  m enjaga ja ra k  d u d u k  a n ta r  sisw a paling sedikit 1,5 
m  (sa tu  se tengah  meter);

d. tidak  d iperbo lehkan  saling m em injam kan a la t tu lis /p e rlen g k ap an  sekolah;
e. m em baw a perlengkapan  pribadi, seperti: perlengkapan  sekolah, olahraga, 

dan  ibadah;

f. sa a t is tira h a t u n tu k  k e b u tu h a n  m akan  dan  m inum  te tap  berada  di dalam  
kelas;

g. selesai jam  pela jaran  terakh ir, peserta  didik k e lu ar ru an g an  secara  
bergiliran;

h. pen jem put p ese rta  didik m enunggu  di lokasi yang su d a h  d ised iakan  d an  
m elakukan  jag a  ja ra k  sesua i dengan tem pat d u d u k  d a n /a ta u  ja ra k  an tri 
yang su d a h  d itandai; dan

i. p en g an ta ran  p eserta  didik d ilakukan  di lokasi yang te lah  d iten tukan .

(4) K eten tuan  lebih lan ju t m engenai protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 
pem belajaran  ta ta p  m u k a  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (2) h u ru f  a  
d ite tapkan  dengan  K epu tusan  Kepala D inas Pendid ikan  d an  K ebudayaan 
Provinsi K alim antan  Tim ur.

Bagian Kelima
Pelindungan K esehatan  M asyarakat pad a  Tem pat Ibadah

Pasal 14

(1) Pengelola, penyelenggara, a ta u  penanggung jaw ab  tem pat ibadah  dalam
m enyelenggarakan aktiv itas kegiatan keagam aan  wajib m elaksanakan
pelindungan  k eseh a tan  m asyarakat, yang m eliputi:
a. m elak san ak an  ed u k asi d an  protokol k e seh a tan  pencegahan  COVID-19 di 

lingkungan tem p at ibadah;
b. m elakukan  p em b a tasan  in te raksi fisik bagi pengguna  tem p a t ibadah.

(2) E dukasi dan  protokol k e seh a tan  pencegahan  COVID-19 sebagaim ana
d im aksud  pad a  aya t (1) h u ru f  a, meliputi:
a. m em batasi ju m lah  pengguna tem pat ibadah  sesu a i dengan kondisi 

s ta tu s /lev e l risiko wilayah setem pat;
b. m enerapkan  protokol k e seh a tan  pencegahan  COVID-19 di lingkungan 

tem pat ibadah;
c. m enyediakan  sa ra n a  cuci tan g an  dengan air m engalir d an  sa b u n  a ta u  cairan  

pem bersih  tan g an  (hand sanitizer) yang d item patkan  p ad a  a rea  yang m udah  

dijangkau;
d. m elakukan  p en g u k u ran  su h u  tu b u h  bagi se lu ru h  pengguna tem pat ibadah;
e. m em beritahukan  setiap  pengguna tem pat ibadah  u n tu k  m em baw a sendiri 

perlengkapan  ibadah;
f. m em bersihkan  tem p at ibadah  dan  lingkungan sekitar;



(1) Penanggungjawab terminal dan pelabuhan dalam menyelenggarakan aktivitas
usaha wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
a. melakukan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;dan
b. melakukan pembatasan interaksi fisiko

(2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a, meliputi:
a. menerapkan protokol kesehatan di lingkungan terminal dan pelabuhan;
b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan
pembersih tangan (hand sanitizer) yang ditempatkan pada area yang mudah
dijangkau;

c. melakukan pengukuran suhu kepada pekerja, pengantar dan penumpang
yang akan memasuki terminal dan pelabuhan;

d. mewajibkan pengantar dan penumpang menggunakan Masker di area
terminal dan pelabuhan;

e. melakukan pendataan penumpang;
f. memberikan pengumuman di seluruh area terminal dan pelabuhan secara
berulang dan intensif terkait penerapan protokol kesehatan;

g. menghindari menyentuh area dan barang publik yang berpotensi banyak
disentuh orang;

h. melakukan pembersihan pada bagian gedung dan peralatan yang sering
disentuh dan digunakan secara bersama dengan cairan disinfektan setiap
harinya, dan melakukan penyemprotan disinfektan ruang tunggu secara
berkala setiap bulannya; dan

1. memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan
penumpang agar mengikuti ketentuan menggunakan Masker, pembatasan
jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir / cairan
pembersih tangan (hand sanitizer).

(3) Pembatasan interaksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:
a. menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjagajarak paling sedikit

1 m (satu meter); dan
b. tidak melakukan kontak fisik dengan pekerja dan penumpang lainnya.

Pasal 15

Bagian Keenam
Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Terminal dan Pelabuhan

(3) Pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas antar pengguna tempat ibadah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan membatasi
interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 m (satu meter) bagi
pengguna tempat ibadah.

g. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan tempat
ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah; €ian

h. membuat prosedur pelaksanaan sebelum, saat, dan sesudah kegiatan
keagamaan; dan

1. memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan jemaah
agar mengikuti ketentuan menggunakan masker, pembatasanjarak fisik dan
mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir / cairan pembersih tangan
(hand sanitizer).
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g. m elakukan  disinfeksi pad a  lan tai, dinding, dan  perangka t b an g u n an  tem pat 
ibadah  sebelum  d an  setelah  kegiatan ibadah; d a n

h. m em buat p ro sed u r p e lak san aan  sebelum , saa t, d an  se su d a h  kegiatan 
keagam aan; dan

i. m em asang  m edia inform asi di lokasi stra teg is u n tu k  m engingatkan  jem aah  
agar m engikuti k e ten tu an  m enggunakan  m asker, p em b a tasan  ja ra k  fisik dan  
m encuci tan g an  pakai sa b u n  dengan a ir m en g a lir/ca iran  pem bersih  tangan  
(hand sanitizer).

(3) P em batasan  in te raksi fisik pad a  setiap  aktiv itas a n ta r  pengguna tem pat ibadah  
sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  b, d ilakukan  dengan m em batasi 
in teraksi fisik dengan  ren tang  ja ra k  paling sedik it 1 m  (satu  meter) bagi 
pengguna tem pat ibadah.

Bagian Keenam
Pelindungan K esehatan  M asyarakat p ad a  Term inal d an  Pelabuhan

Pasal 15

(1) Penanggung jaw ab  term inal d an  pe labuhan  dalam  m enyelenggarakan aktiv itas
u sa h a  wajib m elak san ak an  pelindungan  k eseh a tan  m asyarakat, yang m eliputi:
a. m elakukan  ed u k asi dan  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19; dan
b. m elakukan  p em b a tasan  in te raksi fisik.

(2) E dukasi dan  protokol k e seh a tan  pencegahan  COVID-19 sebagaim ana
d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  a, meliputi:
a. m enerapkan  protokol k eseh a tan  di lingkungan term inal dan  pelabuhan ;
b. m enyediakan sa ra n a  cuci tangan  dengan a ir m engalir d an  sa b u n  a ta u  cairan  

pem bersih  tan g an  (hand sanitizer) yang d item patkan  p ad a  a rea  yang m udah  
dijangkau;

c. m elakukan  p en g u k u ran  su h u  kepada pekerja, p en g an ta r d an  penum pang  
yang ak an  m em asuk i term inal d an  pelabuhan ;

d. m ew ajibkan p en g an ta r d an  penum pang  m enggunakan  M asker di a rea  
term inal dan  pelabuhan ;

e. m elakukan  p e n d a taa n  penum pang;
f. m em berikan  pengum um an  di se lu ru h  a rea  term inal d an  pe labuhan  secara  

beru lang  dan  in tensif te rka it penerapan  protokol keseha tan ;
g. m enghindari m enyen tuh  a rea  dan  barang  publik  yang berpo tensi banyak  

d isen tu h  orang;
h. m elakukan  pem bersihan  pada  bagian gedung d an  p e ra la tan  yang sering 

d isen tu h  d an  d igunakan  secara  b ersam a dengan  ca iran  d isin fek tan  setiap  
harinya, d an  m elakukan  penyem protan  d isin fek tan  ru an g  tunggu  secara  

berkala  se tiap  bu lannya; dan
i. m em asang  m edia inform asi di lokasi stra teg is u n tu k  m engingatkan  

penum pang  agar m engikuti k e ten tu an  m enggunakan  M asker, pem b atasan  
ja ra k  fisik d an  m encuci tangan  pakai sa b u n  dengan  a ir m en g a lir/ca iran  

pem bersih  tan g an  (hand sanitizer).

(3) P em batasan  in te raksi fisik sebagaim ana d im aksud  p a d a  ayat (1) h u ru f  b,

meliputi:
a. m enerapkan  sistem  an tr ian  di p in tu  m asu k  dan  m enjaga ja ra k  paling sedikit 

1 m (sa tu  meter); dan
b. tidak  m elakukan  kon tak  fisik dengan pekerja d an  penum pang  lainnya.



(5)Pembatasan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c,
dilakukan terhadap sarana dan prasarana transportasi umum didasarkan
pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Satgas COVID-19.

(6) Petunjuk teknis mengenai edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-
19 pelaksanaan pembatasan kapasitas angkut saran a transportasi umum,
pembatasan waktu operasional, dan manajemen kebutuhan lalu lintas
sebagaiman dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

(2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a, meliputi:
a. menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terhadap saran a
transportasi umum;

b. mewajibkan penggunaan masker pada sarana transportasi umum;
c. membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan pada sarana
transportasi umum; dan

d. memberikan pengumuman di seluruh sarana transportasi umum secara
intensif terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

(3) Terhadap ojek online dan ojek pangkalan, pelaksanaan edukasi dan protokol
kesehatan pencegahan COVID-19meliputi:
a. diperbolehkan mengangkut penumpang dan wajib menerapkan protokol
kesehatan pencegahan COVID-19;

b. dilarang berkerumum lebih dari 5 (lima)orang;
c. wajib menjaga jarak antar pengemudi dan parkir antar sepeda motor paling
sedikit 1 m (satu meter); dan

d. terhadap perusahaan aplikasi ojek online wajib menerapkan teknologi
informasi agar pengemudi tidak berkerumum dan menerapkan sanksi
terhadap pengemudi yang melanggar.

(4) Pembatasan kapasitas angkut penumpang darr/ atau sarana transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, meliputi:
a. transportasi umum; dan
b. transportasi perseorangan.

(1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi
umum termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, wajib melaksanakan
pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
a. melaksanakan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
b. pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi; dan
c. pembatasan waktu operasional.

Pasal 16

Bagian Ketujuh
Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Transportasi Umum

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan COVID-19
dan pembatasan interaksi fisik pada terminal dan pelabuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Parhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
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(4) K etentuan  lebih lan ju t m engenai protokol k e seh a tan  pencegahan  COVID-19 
dan  p em b a tasan  in te raksi fisik p ad a  term inal d an  p e lab u h an  sebagaim ana 
d im aksud  p ad a  ayat (1) d ite tapkan  dengan  K epu tu san  Kepala D inas 
P a rh u b u n g an  Provinsi K alim antan Timur.

Bagian K etujuh
Pelindungan K esehatan  M asyarakat pada  T ransportasi Um um

Pasal 16

(1) Pelaku u sa h a , pengelola, penyelenggara, a ta u  penanggung  jaw ab  tran sp o rta si 
um um  te rm asu k  p e ru sa h a a n  aplikasi tran sp o rta s i daring, wajib m elaksanakan  
pelindungan  k eseh a tan  m asyarakat, yang m eliputi:
a. m elak san ak an  edukasi dan  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19;
b. p em b a tasan  k a p as ita s  an g k u t sa ra n a  tran spo rtasi; d an
c. p em b a tasan  w ak tu  operasional.

(2) E dukasi dan  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 sebagaim ana 
d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  a, m eliputi:
a. m enerapkan  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 te rh ad ap  sa ra n a  

tran sp o rta s i um um ;
b. m ew ajibkan penggunaan  m asker pad a  sa ra n a  tran sp o rta s i um um ;
c. m em buat p ro sed u r p e m an tau an  dan  pelaporan  k eseh a tan  pad a  sa ra n a  

tran sp o rta s i um um ; dan
d. m em berikan  pengum um an  di se lu ru h  sa ra n a  tran sp o rta s i um um  secara  

in tensif te rk a it p en erap an  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19.

(3) T erhadap ojek online d an  ojek pangkalan , p e lak san aan  edukasi dan  protokol 
k e seh a tan  pencegahan  COVID-19 meliputi:
a. d iperbolehkan m engangku t penum pang  dan  wajib m enerapkan  protokol 

k eseh a tan  pencegahan  COVID-19;
b. d ilarang  berkerum um  lebih dari 5 (lima) orang;
c. wajib m enjaga ja ra k  a n ta r  pengem udi d an  park ir a n ta r  sepeda m otor paling 

sedikit 1 m  (sa tu  m eter); dan
d. te rh ad ap  p e ru sa h a a n  aplikasi ojek online wajib m enerapkan  teknologi 

inform asi agar pengem udi tidak  berkerum um  d an  m enerapkan  sanksi 
te rh ad ap  pengem udi yang m elanggar.

(4) P em batasan  k a p as ita s  an g k u t penum pang  d a n /a ta u  sa ra n a  tran sp o rta s i 
sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  b, m eliputi:
a. tran sp o rta s i um um ; dan
b. tran sp o rta s i perseorangan .

(5) P em batasan  w ak tu  operasional sebagaim ana d im aksud  p a d a  ayat (1) h u ru f  c, 
d ilakukan  te rh ad ap  sa ra n a  dan  p ra sa ra n a  tran sp o rta s i u m u m  d idasarkan  
pad a  ind ikato r ka jian  d an  pen ila ian  yang d ilakukan  oleh S atgas COVID-19.

(6) P e tun juk  tekn is m engenai edukasi d an  protokol k e seh a tan  pencegahan  COVID- 
19 p e lak san aan  p em b a tasan  k ap asitas  an g k u t sa ra n a  tran sp o rta s i um um , 
pem b a tasan  w ak tu  operasional, d an  m anajem en k e b u tu h a n  lalu  lin tas 
sebagaim an d im aksud  p ad a  ayat (3), ayat (4), dan  ayat (5), d ite tapkan  dengan 
K epu tusan  Kepala D inas P erhubungan  Provinsi K alim antan  Timur.



(3) Pembatasan interaksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb, terdiri
atas:
a. mengatur waktu kerja secara bergilir dan membatasi kapasitas jumlah

pekerja dalam waktu bersamaan sesuai dengan kondisi status/level risiko
wilayah setempat;

b. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 m (satu meter);
c. memberikan tanda khusus yang ditempatkan dilantai area padat

pekerja/ pelanggan seperti toilet, area kasir dan area lain sebagai pembatas
jarak an tar pekerj a dan pelanggan;

d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung, seperti:
1. menggunakan pembatas /partisi di meja, lapak atau counter sebagai

perlindungan tambahan untuk pekerja; dan
2. mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai, jika masih

menjalankan transaksi tunai maka pelaku usaha wajib menerapkan
tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah penularan COVID-19.

3. menerima pesanan Zrescrvasi secara daring atau melalui telepon untuk
meminimalkan pertemuan langsung dengan pengunjung dan dapat
menyediakan layanan pesan antar; dan

(1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab
swalayan Zretail modern, toko dan pasar tradisional, dalam menyelenggarakan
aktivitas usaha wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang
meliputi:
a. melakukan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;dan
b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.

(2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a, terdiri atas:
a. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan

memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand
sanitizer) ;

b. melakukan pengukuran suhu kepada pekerja maupun pengunjung yang
akan memasuki swalayan Zretail modern, dan toko;

c. mewajibkan penggunaan Masker di area swalayarr/ retail modern, toko dan
pasar tradisional, dan menyediakan media informasi secara tertulis dalam
bentuk poster atau banner;

d. melakukan pembersihan pada bagian gedung dan peralatan yang sering
disentuh dan digunakan secara bersama dengan cairan disinfektan setiap
harinya, dan melakukan penyemprotan disinfektan ruangan secara berkala
setiap bulannya;

e. membuat dan menempelkan instruksi terkait protokol kesehatan pada area
yang mudah dibaca oleh para pekerja dan pengunjung;

f. memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan pekerja
dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan
mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir / cairan pembersih tangan
(hand sanitizer) serta menggunakan Masker;

g. mengedukasi dan melatih pekerja mengenai protokol kesehatan pencegahan
COVID-19;

Pasal 17

Bagian Kedelapan
Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada

Swalayan/Retail Modern, Toko dan Pasar Tradisional
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Bagian Kedelapan
Pelindungan K esehatan  M asyarakat pada  

S w alayan/R etail Modern, Toko dan  P asar T radisional

Pasal 17

(1) Pelaku u sa h a , pengelola, penyelenggara, a ta u  penanggung  jaw ab 
sw alayan /re ta il m odern, toko dan  p a sa r trad isional, dalam  m enyelenggarakan 
aktiv itas u sa h a  wajib m elaksanakan  pe lindungan  k eseh a tan  m asyarakat, yang 
meliputi:

a. m elakukan  edukasi d an  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19; dan
b. m elakukan  p em b a tasan  in teraksi fisik pad a  setiap  ak tiv itas kerja.

(2) E dukasi dan  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 sebagaim ana 
d im aksud  pad a  aya t (1) h u ru f  a, terdiri a tas:
a. penyediaan  sa ra n a  cuci tangan  pakai sa b u n  yang m u d ah  d iakses d an  

m em enuhi s ta n d a r  a ta u  penyediaan cairan  pem bersih  tangan  (hand  
sanitizer);

b. m elakukan  p en g u k u ran  su h u  kepada pekerja  m au p u n  pengun jung  yang 
ak an  m em asuk i sw alay an /re ta il m odern, d an  toko;

c. m ew ajibkan penggunaan  M asker di a rea  sw alay an /re ta il m odern, toko dan  
p a sa r trad isional, d an  m enyediakan m edia inform asi secara  tertu lis  dalam  
b en tu k  poster a ta u  banner;

d. m elakukan  pem bersihan  pad a  bagian gedung d an  p e ra la tan  yang sering 

d isen tu h  d an  d igunakan  secara  b ersam a dengan  ca iran  d isin fek tan  setiap  
harinya, d an  m elakukan  penyem protan  d isin fek tan  ru an g a n  secara  berkala  
setiap  bu lannya;

e. m em buat d an  m enem pelkan in stru k si te rka it protokol k eseh a tan  p ad a  a rea  
yang m u d ah  d ibaca  oleh p a ra  pekerja d an  pengunjung;

f. m em asang  m edia inform asi di lokasi stra teg is u n tu k  m eng ingatkan  pekerja  
dan  pengun jung  agar m engikuti k e ten tu an  p em b a tasan  ja ra k  fisik dan  
m encuci tan g an  pakai sab u n  dengan a ir m engalir/ ca iran  pem bersih  tangan  
(hand sanitizer) se r ta  m enggunakan  M asker;

g. m engedukasi d an  m elatih  pekerja  m engenai protokol k e seh a tan  pencegahan 
COVID-19;

(3) P em batasan  in te raksi fisik sebagaim ana d im aksud  pad a  aya t (1) h u ru f  b, terdiri 
a tas:

a. m enga tu r w ak tu  kerja  secara  bergilir d an  m em batasi k ap asitas  ju m lah  
pekerja  dalam  w ak tu  b e rsam aan  sesua i dengan  kondisi s ta tu s /lev e l risiko 
w ilayah setem pat;

b. m elakukan  p em b a tasan  ja ra k  fisik paling sedikit 1 m  (satu  meter);
c. m em berikan  ta n d a  k h u su s  yang d item patkan  d ilan tai a rea  p ad a t 

pekerja /pe langgan  seperti toilet, a rea  k asir d an  a rea  lain  sebagai pem batas 
ja ra k  a n  ta r  pekerja  d an  pelanggan;

d. m elakukan  u p ay a  u n tu k  m em inim alkan kon tak  dengan  pengunjung , seperti:
1. m enggunakan  p e m b a ta s /p a rtis i di m eja, lapak  a ta u  counter sebagai 

pe rlindungan  tam b a h an  u n tu k  pekerja; dan
2. m endorong penggunaan  m etode pem bayaran  non  tuna i, jik a  m asih  

m en ja lankan  tra n sa k s i tu n a i m aka  pelaku  u s a h a  wajib m enerapkan  
tin d ak an  yang  dianggap perlu  u n tu k  m encegah p en u la ran  COVID-19.

3. m enerim a p e san a n /re se rv a s i secara  daring  a ta u  m elalui telepon u n tu k  
m em inim alkan p ertem u an  langsung  dengan pengun jung  dan  d ap a t 
m enyediakan  layanan  pesan  an ta r; dan



(3) Pembatasan interaksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb, terdiri
atas:
a. mengatur waktu kerja secara bergilir dan membatasi kapasitas jumlah

pekerja dalam waktu bersamaan sesuai dengan kondisi status/level risiko
wilayah setempat;

b. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 m (satu meter);
c. memberikan tanda khusus yang ditempatkan dilantai area padat

pekerjaj'pengunjung seperti toilet, area kasir dan area lain sebagai
pembatas jarak antar pekerja dan pengunjung;

(1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab apotek dan
toko obat, dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan
pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
a. melakukan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;dan
b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.

(2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a, terdiri atas:
a. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan

memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand
sanitizer);

b. melakukan pengukuran suhu kepada pekerja maupun pengunjung yang
akan memasuki apotek dan toko obat;

c. mewajibkan penggunaan Masker di area apotek dan toko obat, menyediakan
media informasi secara tertulis dalam bentuk poster atau banner;

d. melakukan pembersihan pada bagian gedung dan peralatan yang sering
disentuh dan digunakan secara bersama dengan cairan disinfektan setiap
harinya, dan melakukan penyemprotan disinfektan ruangan secara berkala
setiap bulannya;

e. membuat dan menempelkan instruksi terkait protokol kesehatan pada area
yang mudah dibaca oleh para pekerja dan pengunjung;

f. menerapkan kebijakan self assessment risiko COVID-19untuk memastikan
pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terkonfirmasi COVID-
19;

g. memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan pekerja
dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan
mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir / cairan pembersih tangan
(hand sanitizer) serta menggunakan Masker;

h. mengoptimalkan desain dan fungsi ruang kerja dengan sirkulasi udara yang
baik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup; dan

1. mengedukasi dan melatih pekerja mengenai protokol kesehatan pencegahan
COVID-19.

Pasal 18

Bagian Kesembilan
Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Apotek dan Toko Obat

4. melaksanakan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah.

e. mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam
rangka protokol kesehatan pencegahan COVID-19dan menyimpan dokumen
serta rekaman paling sedikit selama 3 (tiga)bulan untuk penelusuran.
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4. m elak san ak an  jam  layanan , sesua i dengan  keb ijakan  yang d ite tapkan  
oleh P em erin tah  D aerah.

e. m endokum en tasikan  se lu ru h  tindakan  yang su d a h  d ilak san ak an  dalam  
rangka protokol k e seh a tan  pencegahan  COVID-19 d an  m enyim pan dokum en 
se rta  rek am an  paling sedikit selam a 3 (tiga) b u lan  u n tu k  penelu su ran .

Bagian Kesem bilan
Pelindungan  K esehatan  M asyarakat pad a  Apotek d an  Toko O bat

Pasal 18

(1) Pelaku u sa h a , pengelola, penyelenggara, a ta u  penanggung  jaw ab  apotek  dan  
toko obat, dalam  m enyelenggarakan aktiv itas u sa h a  wajib m elaksanakan  
pelindungan  k eseh a tan  m asyarakat, yang m eliputi:
a. m elakukan  edukasi d an  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19; dan
b. m elakukan  p em b a tasan  in te raksi fisik pad a  setiap  ak tiv itas kerja.

(2) E dukasi dan  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 sebagaim ana 
d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  a, terdiri a tas:
a. penyediaan  sa ra n a  cuci tangan  pakai sa b u n  yang m u d ah  d iakses dan  

m em enuhi s ta n d a r  a ta u  penyediaan ca iran  pem bersih  tan g an  (hand  
sanitizer);

b. m elakukan  p en g u k u ran  su h u  kepada pekerja  m au p u n  pengun jung  yang 
ak an  m em asuk i apo tek  dan  toko obat;

c. m ew ajibkan penggunaan  M asker di a rea  apotek  d an  toko obat, m enyediakan 
m edia inform asi secara  tertu lis  dalam  b en tu k  poster a ta u  banner;

d. m elakukan  pem bersihan  p ad a  bagian gedung d an  p e ra la tan  yang sering 
d isen tu h  d an  d igunakan  secara  bersam a dengan  ca iran  d isinfektan  setiap  
harinya, d an  m elakukan  penyem protan  d isinfektan  ru an g an  secara  berkala  
setiap  bu lannya;

e. m em buat d an  m enem pelkan  in s tru k si te rk a it protokol k e seh a tan  pad a  a rea  
yang m u d ah  d ibaca  oleh p a ra  pekerja  dan  pengunjung;

f. m enerapkan  keb ijakan  s e l f  a ssessm en t  risiko COVID-19 u n tu k  m em astikan  
pekerja  yang ak an  m asu k  kerja  dalam  kondisi tidak  terkonfirm asi COVID- 

19;
g. m em asang  m edia inform asi di lokasi stra teg is u n tu k  m engingatkan  pekerja 

dan  pengun jung  agar m engikuti k e ten tu an  p em b a tasan  ja ra k  fisik dan  
m encuci tan g an  pakai sa b u n  dengan a ir m engalir/ ca iran  pem bersih  tangan  

(hand sanitizer) s e r ta  m enggunakan  M asker;
h. m engoptim alkan desain  d an  fungsi ru an g  kerja  dengan  s irku lasi u d a ra  yang 

baik  d an  m en d ap a tk an  s in a r m atah ari yang cukup ; dan
i. m engedukasi d an  m elatih  pekerja  m engenai protokol k e seh a tan  pencegahan  

COVID-19.

(3) P em batasan  in te raksi fisik sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  b, terdiri 

a tas:
a. m engatu r w ak tu  kerja  secara  bergilir d an  m em batasi k ap asita s  ju m lah  

pekerja  dalam  w ak tu  b e rsam aan  sesua i dengan  kondisi s ta tu s /lev e l risiko 

w ilayah setem pat;
b. m elakukan  p em b a tasan  ja ra k  fisik paling sedikit 1 m  (satu  meter);
c. m em berikan  ta n d a  k h u su s  yang d item patkan  d ilan ta i a rea  p ad a t 

p ek erja /p en g u n ju n g  seperti toilet, a rea  k asir d an  a rea  lain  sebagai 

pem batas ja ra k  a n  ta r  pekerja  d an  pengunjung;



(2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a, meliputi:
a. mewajibkan pengunjung menggunakan Masker, kecuali saat makan dan

mmum;
b. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
c. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit

1 m (satu meter) antar pengunjung;
d. menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer;
e. tidak menggunakan alat makan atau alat minum yang mengharuskan

pengunjung berbagi alat dalam mengkonsumsinya;
f. pengunjung tidak berbagi makanan dan minuman dengan orang lain;
g. karyawan memakai Masker, sarung tangan, faceshield dan alat bantu

seperti penjepit makanan sepanjang proses persiapan, pengolahan dan
penyajian makanan;

h. mewajibkan memasang informasi jumlah kapasitas pengunjung;
1. melakukan pendataan pengunjung di warung makan, rumah makan, kafe,

atau restoran guna kebutuhan penyelidikan epidemiologi apabila
ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19;

J. membuat dan mengumumkan instruksi terkait protokol kesehatan
pencegahan COVID-19;dan

(1) Penanggung jawab/pemilik warung makan, rumah makan, kafe atau restoran
dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan pelindungan
kesehatan masyarakat, yang meliputi:
a. melakukan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
b. melakukan pembatasan jumlah pengunjung; dan
c. pembatasan waktu operasional.

Pasa119

Bagian Kesepuluh
Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Warung Makan, Rumah

Makan, Kafe, atau Restoran

d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung,
seperti:
1. menggunakan pembatas Zpartisi di meja atau counter sebagai

perlindungan tambahan untuk pekerja; dan
2. mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai, jika masih

menjalankan transaksi tunai maka pelaku usaha wajib menerapkan
tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah penularan COVID-19.

e. mencegah kerumunan di area apotek dan toko obat, dengan cara:
1. menetapkan kuota dan mengontrol jumlah karyawan Zpengunjung yang

dapat masuk ke lokasi usaha untuk membatasi akses dan menghindari
kerumunan;

2. menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak paling
sedikit 1 m (satu meter);

3. dapat menyediakan layanan pesan antar; dan
4. melaksanakan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

oleh Pemerintah Daerah.
f. mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam

rangka protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan menyimpan
dokumen serta rekaman paling sedikit selama 3 (tiga) bulan untuk
penelusuran.
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d. m elakukan  up ay a  u n tu k  m em inim alkan k o n tak  dengan  pengunjung, 
seperti:

1. m enggunakan  p e m b a ta s /p a rtis i di m eja a ta u  counter sebagai 
pe rlindungan  tam b ah an  u n tu k  pekerja; dan

2. m endorong penggunaan  m etode pem bayaran  non  tuna i, jik a  m asih  
m en ja lankan  tra n sa k s i tu n a i m aka pelaku  u s a h a  wajib m enerapkan  
tin d ak an  yang dianggap perlu  u n tu k  m encegah p en u la ran  COVID-19.

e. m encegah k e ru m u n a n  di a rea  apotek  d an  toko obat, dengan cara:
1. m ene tapkan  k u o ta  dan  m engontrol ju m lah  k ary aw an /p en g u n ju n g  yang 

d ap a t m asu k  ke lokasi u sa h a  u n tu k  m em batasi ak ses  d an  m enghindari 
ke ru m u n an ;

2. m enerapkan  sistem  a n trian  di p in tu  m asu k  dan  m enjaga ja ra k  paling 
sedikit 1 m (satu  meter);

3. d ap a t m enyediakan  layanan  pesan  an  tar; dan
4. m elak san ak an  jam  layanan , sesua i dengan  keb ijakan  yang d ite tapkan  

oleh P em erin tah  D aerah.
f. m endokum en tasikan  se lu ru h  tindakan  yang su d a h  d ilak san ak an  dalam  

rangka  proto kol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 d an  m enyim pan 
dokum en se rta  rekam an  paling sedikit se lam a 3 (tiga) bu lan  u n tu k  
penelu su ran .

Bagian K esepuluh
Pelindungan K esehatan  M asyarakat pada  W arung M akan, R um ah

M akan, Kafe, a ta u  R estoran

Pasal 19

(1) Penanggung jaw ab /p em ilik  w arung  m akan , ru m ah  m akan , kafe a ta u  resto ran
dalam  m enyelenggarakan aktiv itas u sa h a  wajib m elak san ak an  pelindungan
k eseh a tan  m asyaraka t, yang meliputi:
a. m elakukan  edukasi dan  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19;
b. m elakukan  p em b a tasan  ju m lah  pengunjung; dan
c. p em b a tasan  w ak tu  operasional.

(2) E dukasi d an  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 sebagaim ana
d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  a, meliputi:
a. m ew ajibkan pengun jung  m enggunakan  M asker, kecuali sa a t m akan  dan  

m inum ;
b. m enerapkan  pem eriksaan  su h u  tubuh ;
c. m elakukan  p em b a tasan  in te raksi fisik dengan  ren tan g  ja ra k  paling sedikit 

1 m  (satu  meter) a n ta r  pengunjung;
d. m enyediakan ca iran  pem bersih  tangan  (hand sanitizer)
e. tidak  m enggunakan  a la t m akan  a ta u  a la t m inum  yang m en g h aru sk an  

pengun jung  berbagi a la t dalam  m engkonsum sinya;
f. pengun jung  tidak  berbagi m ak an an  dan  m inum an  dengan  orang  lain;
g. karyaw an m em akai M asker, sa ru n g  tangan , facesh ield  d an  a la t b a n tu  

seperti penjepit m ak an an  sepan jang  p roses persiapan , pengolahan dan  

penyajian  m akanan ;
h. m ew ajibkan m em asang  inform asi ju m lah  k ap asita s  pengunjung;
i. m elakukan  p e n d a taa n  pengun jung  di w arung  m akan , ru m ah  m akan , kafe, 

a ta u  res to ran  g u n a  k e b u tu h a n  penyelidikan epidemiologi apabila  

d item ukan  k a su s  terkonfirm asi COVID-19;
j. m em buat d an  m engum um kan  in s tru k si te rk a it protokol k eseh a tan  

pencegahan  COVID-19; dan



(2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a, meliputi:
a. menerapkan protokol kesehatan terhadap perhotelanj penginapan lain yang

sejerus;
b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang

ditempatkan pada area keluar-rnasuk perhotelan Zpenginapan lain yang
sejerus;

lain yang sejems dalam
melaksanakan pelindungan

(1) Penanggung jawab perhotelany penginapan
menyelenggarakan aktivitas usaha wajib
kesehatan masyarakat, yang meliputi:
a. melakukan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;dan
b. melakukan pembatasan interaksi fisiko

Pasal21

Bagian Keduabelas
Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Perhotelan/Penginapan Lain yang

Sejenis

(2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. menggunakan Masker dan sarung tangan pada setiap aktivitas usaha;
b. menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizen;
c. mematuhi jam operasional usaha yang telah ditentukan; dan
d. menjamin kebersihan area.

(3) Pembatasan interaksi fisik antar pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dilakukan dengan membatasi interaksi fisik dengan rentang jarak
paling sedikit 1 m (satu meter) antar pengunjung.

(1) Pedagang kaki limay lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara,
serta lokasi tertentu lainnya wajib melaksanakan pelindungan kesehatan
masyarakat, yang meliputi:
a. melaksanakan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;dan
b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung.

Pasal20

Bagian Kesebelas
Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Pedagang Kaki LimajLapak Jajanan

k. memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan pegawai
dan tamu agar mengikuti ketentuan menggunakan Masker, pembatasan
jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir j cairan
pembersih tangan (hand sanitizen.

(3) Pembatasanjumlah pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb,
dilakukan dengan membatasi jumlah pengunjung warung makan, rumah
makan, kafe, atau restoran atau sesuai kondisi status/level risiko wilayah
setempat.

(4) Pembatasan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dilakukan terhadap warung makan, rumah makan, kafe atau restoran
didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Satgas
COVID-19.
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k. m em asang  m edia inform asi di lokasi stra teg is u n tu k  m engingatkan  pegawai 
dan  tam u  agar m engikuti k e ten tu an  m enggunakan  M asker, pem b atasan  
ja ra k  fisik d an  m encuci tangan  pakai sa b u n  dengan  a ir m en g a lir/ca iran  
pem bersih  tan g an  (hand sanitizer).

(3) P em batasan  ju m la h  pengun jung  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  b, 
d ilakukan  dengan  m em batasi ju m lah  pengun jung  w arung  m akan , ru m ah  
m akan , kafe, a ta u  res to ran  a ta u  sesua i kondisi s ta tu s /le v e l risiko wilayah 
setem pat.

(4) P em batasan  w ak tu  operasional sebagaim ana d im aksud  pad a  aya t (1) h u ru f  c, 
d ilakukan  te rh ad ap  w arung  m akan , ru m ah  m akan , kafe a ta u  resto ran  
d id asark an  p ad a  ind ikator kajian  dan  pen ila ian  yang d ilakukan  oleh Satgas 
COVID-19.

Bagian Kesebelas
Pelindungan K esehatan  M asyarakat pad a  Pedagang Kaki L im a/L apak  Ja ja n a n

Pasal 20

(1) Pedagang kaki lim a /la p ak  ja ja n a n  pada  lokasi b in aan  d an  lokasi sem entara , 
se rta  lokasi te r te n tu  lainnya wajib m elak san ak an  pelindungan  k eseh a tan  
m asyarakat, yang m eliputi:
a. m elak san ak an  edukasi d an  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19; dan
b. m elakukan  p em b a tasan  in teraksi fisik an  ta r  pengunjung .

(2) E dukasi dan  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 sebagaim ana 
d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  a, meliputi:
a. m enggunakan  M asker d an  sa ru n g  tangan  pad a  setiap  aktiv itas u sah a ;
b. m enyediakan ca iran  pem bersih  tangan  (hand sanitizer);
c. m em atuh i jam  operasional u sa h a  yang telah d iten tu k an ; dan
d. m enjam in kebersihan  area.

(3) P em batasan  in te raksi fisik a n ta r  pengun jung  sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat
(1) h u ru f  b, d ilakukan  dengan  m em batasi in te raksi fisik dengan  ren tang  ja ra k  
paling sedikit 1 m  (sa tu  meter) a n ta r  pengunjung.

Bagian K eduabelas
Pelindungan K esehatan  M asyarakat pada  P e rho te lan /P eng inapan  Lain yang

Sejenis

Pasal 21

(1) Penanggung jaw ab  p e rh o te lan /p en g in ap an  lain yang sejenis dalam  
m enyelenggarakan aktiv itas u sa h a  wajib m elak san ak an  pelindungan  
k eseh a tan  m asyaraka t, yang m eliputi:
a. m elakukan  ed u k asi dan  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19; dan
b. m elakukan  p em b a tasan  in teraksi fisik.

(2) E dukasi d an  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 sebagaim ana 
d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  a, meliputi:
a. m enerapkan  protokol k eseh a tan  te rh ad ap  p e rh o te lan /p en g in ap an  lain  yang 

sejenis;
b. m enyediakan sa ra n a  cuci tangan  dengan a ir m engalir d an  sa b u n  yang 

d item patkan  pad a  a rea  k e luar-m asuk  p e rh o te lan /p en g in ap an  lain yang 

sejenis;



(2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a, meliputi:
a. menerapkan protokol kesehatan terhadap tempat wisata;
b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang

ditempatkan pada area keluar-rnasuk tempat wisata;
c. menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer; di setiap area tempat

wisata;
d. melakukan pengukuran suhu kepada pekerja maupun pengunjung yang

akan memasuki tempat wisata;
e. mewajibkan pengunjung menggunakan Masker, kecuali saat makan dan

mmum;
f. mematuhi jam operasional usaha yang telah ditentukan;
g. mewajibkan memasang informasi jumlah kapasitas pengunjung;
h. melakukan pendataan pengunjung; dan
1. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan informasi protokol

kesehatan pencegahan COVID-19;
J. menghindari menyentuh area dan barang publik yang berpotensi banyak

disentuh orang; dan
k. mernasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan

pengunjung agar mengikuti ketentuan menggunakan Masker, pembatasan
jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir / carran
pembersih tangan (hand sanitizen.

(1) Penanggung jawab tempat wisata dalam menyelenggarakan aktivitas usaha
wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
a. melakukan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dan
b. melakukan pembatasan interaksi fisiko

Pasa122

Bagian Ketigabelas
Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Tempat Wisata

(3) Pembatasan interaksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:
a. melakukan pembatasan kapasitas tamu sesuai dengan kondisi status/level

risiko wilayah setempat; dan
b. pengaturan jarak tamu paling sedikit 1m (satu meter).

c. menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizen di setiap lantai dan
area lift;

d. melakukan pengukuran suhu kepada pekerja maupun tamu yang akan
memasuki perhotelan/penginapan lain yang sejenis;

e. mewajibkan pengunjung menggunakan masker, kecuali saat makan dan
mmum;

f. mematuhi jam operasional usaha yang telah ditentukan;
g. mewajibkan memasang informasi jumlah kapasitas pengunjung;
h. melakukan pendataan pengunjung; dan
1. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol kesehatan

pencegahan COVID-19.
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c. m enyediakan ca iran  pem bersih  tangan  (hand sanitizer) di setiap  lan ta i dan  
a rea  lift;

d. m elakukan  p en g u k u ran  su h u  kepada  pekerja  m au p u n  tam u  yang akan  
m em asuk i p e rh o te lan /p en g in ap an  lain yang sejenis;

e. m ew ajibkan pengun jung  m enggunakan  m asker, kecuali sa a t m akan  dan  
m inum ;

f. m em atuh i jam  operasional u sa h a  yang telah  d iten tukan ;
g. m ew ajibkan m em asang  inform asi ju m lah  k ap asitas  pengunjung;
h. m elakukan  p e n d a taa n  pengunjung; dan

i. m em buat d an  m engum um kan  p ak ta  in teg ritas d an  protokol k eseh a tan  
pencegahan  COVID-19.

(3) P em batasan  in te raksi fisik sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  b, 
meliputi:

a. m elakukan  p em b a tasan  k ap asitas  tam u  sesua i dengan  kondisi s ta tu s /lev e l 
risiko wilayah setem pat; dan

b. p en g a tu ran  ja ra k  tam u  paling sedikit 1 m  (satu  m eter).

Bagian Ketigabelas
Pelindungan K esehatan  M asyarakat pad a  T em pat W isata

Pasal 22

(1) Penanggung jaw ab  tem pat w isata  dalam  m enyelenggarakan aktiv itas u sa h a  
wajib m elak san ak an  pelindungan  k eseh a tan  m asyarakat, yang m eliputi:
a. m elakukan  edukasi d an  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19; dan
b. m elakukan  p em b a tasan  in teraksi fisik.

(2) E dukasi d an  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 sebagaim ana 
d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  a, meliputi:
a. m enerapkan  protokol k eseh a tan  te rh ad ap  tem pat w isata;
b. m enyediakan  sa ra n a  cuci tangan  dengan a ir m engalir d an  sab u n  yang 

d item patkan  pad a  a rea  ke lu ar-m asu k  tem pat w isata;
c. m enyediakan ca iran  pem bersih  tangan  (hand sanitizer) di se tiap  a rea  tem pat 

w isata;
d. m elakukan  p en g u k u ran  su h u  kepada  pekerja  m au p u n  pengun jung  yang 

akan  m em asuk i tem pat w isata;
e. m ew ajibkan pengun jung  m enggunakan  M asker, kecuali sa a t m akan  dan  

m inum ;
f. m em atuh i jam  operasional u sa h a  yang telah  d iten tukan ;
g. m ew ajibkan m em asang  inform asi ju m lah  k ap asita s  pengunjung;
h. m elakukan  p e n d a taa n  pengunjung; d an
i. m em buat d an  m engum um kan  p ak ta  in teg ritas d an  inform asi protokol 

k eseh a tan  pencegahan  COVID-19;
j. m enghindari m enyen tuh  a rea  d an  barang  publik  yang berpo tensi banyak  

d isen tu h  orang; dan
k. m em asang  m edia inform asi di lokasi stra teg is u n tu k  m engingatkan  

pengun jung  agar m engikuti k e ten tu an  m enggunakan  M asker, p em batasan  
ja ra k  fisik d an  m encuci tangan  pakai sa b u n  dengan  a ir m engalir/ cairan  
pem bersih  tan g an  (hand sanitizer).



(1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan
fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan
kesehatan wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang
meliputi:
a. melaksanakan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 saat

pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan yang
ditetapkan oleh instansi yang berwenang;

b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung; dan
c. melaporkan hasil pemeriksaan terkait COVID-19kepada Dinas Kesehatan

Daerah atau Kabupaten/Kota.

(2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a, meliputi:
a. menerapkan kaidah umum pelindungan kesehatan masyarakat melalui

penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan
mengutamakan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi serta
kebijakan perlindungan petugas kesehatan di fasilitas pelayanan
kesehatan; dan

b. mengikuti aturan tentang ditundanya pelaksanaan sebagian pelayanan
medis di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan selama masa
Pembatasan Kegiatan.

(3) Pembatasan interaksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dengan melakukan pembatasan kapasitas dan pengaturan jarak pasien dan
pengunjung paling sedikit 1 m (satu meter).

Pasal23

Bagian Keempatbelas
Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Tempat Penyelenggaraan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

(3) Pembatasan interaksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:
a. menerapkan manajemen kunjungan berupa alur pengunjung, pengaturan

lama waktu pengunjung serta kapasitas pengunjung sesuai dengan kondisi
status/level risiko wilayah setempat;

b. tidak melakukan kontak fisik dengan pengunjung lain dan pemandu wisata
lokal; dan

c. pengaturanjarak pengunjung paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan COVID-19
dan pembatasan interaksi fisik pada tempat wisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi
Kalimantan Timur.
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(3) P em batasan  in te raksi fisik sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  b, 
meliputi:

a. m enerapkan  m anajem en kun ju n g an  be ru p a  a lu r  pengun jung , p en g atu ran  
lam a w ak tu  pengun jung  se rta  k ap asitas  pengun jung  sesua i dengan kondisi 
s ta tu s /le v e l risiko wilayah setem pat;

b. tidak  m elakukan  kon tak  fisik dengan pengun jung  lain  dan  pem andu  w isata  
lokal; dan

c. p en g a tu ran  ja ra k  pengun jung  paling sedikit 1,5 m  (satu  kom a lim a meter).

(4) K etentuan  lebih lan ju t m engenai protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 
dan  p em b a tasan  in te raksi fisik pad a  tem pat w isa ta  sebagaim ana  d im aksud  
pada ayat (1) d ite tap k an  dengan K epu tusan  Kepala D inas Pariw isata  Provinsi 
K alim antan Tim ur.

Bagian K eem patbelas
Pelindungan K esehatan  M asyarakat p ad a  T em pat Penyelenggaraan

Fasilitas Pelayanan K esehatan

Pasal 23

(1) Pengelola, penyelenggara, a ta u  penanggung jaw ab tem pat penyelenggaraan 
fasilitas pe layanan  k eseh a tan  dalam  m enyelenggarakan keg iatan  pelayanan  
k eseh a tan  wajib m elak san ak an  pe lindungan  k eseh a tan  m asyarakat, yang 
meliputi:
a. m elaksanakan  edukasi dan  protokol k e seh a tan  pencegahan  COVID- 19 sa a t 

p e lak san aan  kegiatan  pelayanan  k eseh a tan  sesua i kebijakan yang 
d ite tapkan  oleh in s tan s i yang berw enang;

b. m elakukan  p em b a tasan  in te raksi fisik a n ta r  pengunjung; dan
c. m elaporkan  hasil pem eriksaan  terka it COVID-19 kepada  D inas K esehatan  

D aerah  a ta u  K abupaten /K ota .

(2) E dukasi d an  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 sebagaim ana 
d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  a, meliputi:
a. m enerapkan  k a idah  u m u m  pelindungan  k eseh a tan  m asy arak a t m elalui 

penerapan  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 dengan 
m en gu tam akan  p rinsip  pencegahan  dan  pengendalian  infeksi se rta  
kebijakan perlindungan  petugas k e seh a tan  di fasilitas pelayanan  

keseha tan ; dan
b. m engikuti a tu ra n  ten tan g  d itu n d an y a  p e lak san aan  sebagian pelayanan  

m edis di m asing-m asing  fasilitas pe layanan  k eseh a tan  selam a m asa  

P em batasan  Kegiatan.

(3) P em batasan  in te raksi fisik sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  b 
dengan m elakukan  p em b a tasan  k ap asitas  dan  p en g a tu ran  ja ra k  pasien  dan  

pengun jung  paling sedik it 1 m  (satu  meter).



(1) Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Gubernur dapat
memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Daerah.

(2) Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Setiap Orang yang
berkegiatan di Daerah wajib mematuhi Penerapan PHBS Pencegahan COVID-
19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3) Pemberlakuan, jangka waktu dan pembatasan dalam penerapan pelaksanaan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ditetapkan dengan Instruksi
Gubernur.

Pasal25

BABIV
PEMBERLAKUANPEMBATASANKEGIATANMASYARAKAT

(1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat
lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang dalam menyelenggarakan
kegiatan wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang
meliputi:
a. melaksanakan edukasi dan menerapkan protokol penceghan COVID-19;

dan
b. melakukan pembatasan interaksi fisik an tar pengunjung.

(2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 saat pelaksanaan
kegiatan pada area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan
kerumunan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. memiliki izin keramaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan;
b. membatasi jumlah pengunjung dari kapasitas area publik atau tempat

lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang atau sesuai dengan
kondisi status/level risiko wilayah setempat;

c. mewajibkan pengunjung menggunakan Masker;
d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
e. mengatur waktu kunjungan;
f. menjaga kebersihan area publik atau tempat lainnya yang dapat

menimbulkan kerumunan orang;
g. melakukan pembersihan dan disinfeksi area publik atau tempat lainnya

yang dapat menimbulkan kerumunan orang; dan
h. memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan pegawai

dan tamu agar mengikuti ketentuan menggunakan masker, pembatasan
jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir / cairan
pembersih tangan (hand sanitizen,

(3) Pembatasan interaksi fisik an tar pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dilakukan dengan membatasi interaksi fisik dengan rentang jarak
paling sedikit 1 m (satu meter) antar pengunjung.
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Bagian Kelimabelas
Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Area Publik

dan Tempat lainnya yang dapat Menimbulkan Kerumunan Orang
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B agian Kelim abelas
Pelindungan K esehatan  M asyarakat p ad a  Area Publik 

d an  T em pat la innya yang d ap a t M enim bulkan K erum unan  O rang

Pasal 24

(1) Pengelola, penyelenggara, a ta u  penanggung  jaw ab  a rea  publik  dan  tem pat 
lainnya yang d a p a t m en im bulkan  k e ru m u n an  orang dalam  m enyelenggarakan 
kegiatan wajib m elak san ak an  pelindungan  k eseh a tan  m asyarakat, yang 
meliputi:

a. m elak san ak an  edukasi d an  m enerapkan  protokol penceghan  COVID-19; 
dan

b. m elakukan  p em b a tasan  in te raksi fisik a n ta r  pengunjung .

(2) E dukasi d an  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 sa a t p e laksanaan  
kegiatan  p ad a  a re a  pub lik  d an  tem pat la innya yang d ap a t m enim bulkan  
k e ru m u n an  o rang  sebagaim ana d im aksud  pad a  aya t (1) m eliputi:
a. memiliki izin keram aian  sesua i dengan k e te n tu an  p e ra tu ra n  perundang- 

undangan ;
b. m em batasi ju m la h  pengun jung  dari k ap asita s  a rea  pub lik  a ta u  tem pat 

lainnya yang d ap a t m en im bulkan  k e ru m u n a n  orang  a ta u  sesua i dengan 
kondisi s ta tu s  /level risiko w ilayah setem pat;

c. m ew ajibkan pengun jung  m enggunakan  M asker;
d. m enyediakan  sa ra n a  cuci tangan  dengan a ir m engalir dan  sabun ;
e. m engatu r w ak tu  kun jungan ;
f. m enjaga k eb ersih an  a rea  publik  a ta u  tem pat la innya yang d ap at 

m en im bulkan  k e ru m u n a n  orang;
g. m elakukan  pem bersihan  d an  disinfeksi a rea  pub lik  a ta u  tem p a t lainnya 

yang d ap a t m en im bulkan  k e ru m u n an  orang; d an
h. m em asang  m edia inform asi di lokasi stra teg is u n tu k  m eng ingatkan  pegawai 

dan  tam u  agar m engikuti k e ten tu an  m enggunakan  m asker, pem b atasan  
ja ra k  fisik d an  m encuci tangan  pakai sab u n  dengan  a ir m en g a lir/ca iran  

pem bersih  tan g an  (hand sanitizer).

(3) P em batasan  in te raksi fisik a n ta r  pengun jung  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat
(1) h u ru f  b, d ilakukan  dengan  m em batasi in te raksi fisik dengan  ren tang  ja ra k  
paling sedikit 1 m  (satu  meter) a n ta r  pengunjung.

BAB IV
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pasal 25

(1) Dalam  u p ay a  pencegahan  penyebaran  COVID-19, G ub ern u r d ap a t 
m em berlakukan  Pem berlakuan  P em batasan  Kegiatan M asyarakat di D aerah.

(2) Selam a P em berlakuan  P em batasan  Kegiatan M asyarakat, Setiap O rang yang 
berkegiatan  di D aerah  wajib m em atuh i P enerapan  PHBS Pencegahan COVID- 
19 sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 6.

(3) Pem berlakuan , jan g k a  w ak tu  dan  pem b atasan  dalam  p en erap an  pe laksanaan  
P em berlakuan  P em batasan  Kegiatan M asyarakat d ite tap k an  dengan  In struksi 

G ubernur.



(1) Setiap Orang yang melakukan kontak dengan kasus Suspekj Probablej
Konfirmasi COVID-19 wajib mengikuti kegiatan penelusuran Kontak Erat
sebagai bagian dari kegiatan penyelidikan epidemiologi yang dilakukan oleh
pusat kesehatan masyarakat.

(2) Kegiatan penelusuran Kontak Erat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu
dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) Kontak Erat per kasus
terkonfirmasi dan dilanjutkan dengan pemeriksaan menggunakan Reverse
Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)atau rapid test antigen.

(3) Pusat kesehatan masyarakat melaporkan hasil penyelidikan epidemiologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala dan berjenjang.
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BABV
PENYELIDIKANEPIDEMIOLOGI

Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat dilakukan oleh Satgas COVID-19sesuai dengan
kewenangannya.

Pasa127

(2) Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, aktivitas luar rumah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penghentian sementara,
kecuali aktivitas luar rumah yang diperbolehkan dibuka berdasarkan
Keputusan Gubernur mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat.

(3) Bagi pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab, aktivitas luar rumah
yang diperbolehkan dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib
mematuhi ketentuan mengenai pelindungan kesehatan masyarakat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat meliputi:
a. perkantoranjtempat kerja, tempat usaha, tempat industri, dan

perhotelanjpenginapan lain yang sejenis;
b. Satuan Pendidikan;
c. tempat ibadah;
d. tempat wisata;
e. moda transportasi;
f. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;
g. pedagang kaki limajlapakjajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara;
h. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
1. area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan

massa.

Pasal26
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(1) P em batasan  ak tiv itas lu a r ru m ah  dalam  P em berlakuan  P em batasan  Kegiatan 
M asyarakat m eliputi:

a. p e rk a n to ra n /te m p a t kerja, tem pat u sa h a , tem p at industri, dan  
p e rh o te lan /p en g in ap an  lain yang sejenis;

b. S a tu an  Pendidikan;
c. tem pat ibadah;
d. tem pat w isata;
e. m oda tran spo rtasi;
f. w arung  m akan , ru m ah  m akan , kafe, d an  resto ran ;

g. pedagang kak i lim a /la p ak  ja ja n a n  pad a  lokasi b in aan  dan  lokasi sem entara;
h. fasilitas pe layanan  keseha tan ; dan
i. a rea  publik  d an  tem p at lainnya yang d ap a t m en im bulkan  k e ru m u n an  

m assa.

(2) Selam a Pem berlakuan  P em batasan  Kegiatan M asyarakat, ak tiv itas lu a r ru m ah  
sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) d ilakukan  penghen tian  sem entara , 
kecuali ak tiv itas lu a r  ru m ah  yang d iperbolehkan d ib u k a  be rd asa rk an  
K epu tusan  G u b e rn u r m engenai Pem berlakuan  P em batasan  Kegiatan 
M asyarakat.

(3) Bagi pengelola, penyelenggara dan  penanggung jaw ab, ak tiv itas lu a r ru m ah  
yang d iperbolehkan  d ibuka  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2), wajib 
m em atuh i k e ten tu an  m engenai pelindungan  k eseh a tan  m asy arak a t sesuai 
k e ten tu an  p e ra tu ran  perundang -undangan .

Pasal 27

Koordinasi, pengerahan  sum ber daya dan  operasional p e lak san aan  Pem berlakuan  
Pem batasan  Kegiatan M asyarakat d ilakukan  oleh Satgas COVID-19 sesua i dengan 
kew enangannya.

Pasal 26

BAB V
PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI 

Pasal 28

(1) Setiap O rang yang m elakukan  kon tak  dengan  k a su s  S u sp ek /Probable/ 
Konfirmasi COVID-19 wajib m engikuti kegiatan  p en e lu su ran  Kontak E ra t 
sebagai bagian  dari keg iatan  penyelidikan epidemiologi yang d ilakukan  oleh 

p u sa t k e seh a tan  m asyarakat.

(2) Kegiatan p e n e lu su ra n  K ontak E ra t sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) perlu  
d ilakukan  sam pai m encapai lebih dari 15 (lima belas) K ontak E ra t per k a su s  
terkonfirm asi d an  d ilan ju tk an  dengan pem eriksaan  m enggunakan  Reverse  
Transcriptase Polym erase Chain Reaction  (RT-PCR) a ta u  rapid test antigen.

(3) P u sa t k e seh a tan  m asy arak a t m elaporkan hasil penyelidikan epidemiologi 
sebagaim ana d im ak su d  pad a  ayat (1) secara  berkala  d an  berjenjang.



(1) Pemerintah Daerah dalam pengendalian penyebaran COVID-19dapat bekerja
sarna dengan:
a. Daerah lain;
b. pihak ketiga; darr/ atau
c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sarna Pemerintah Daerah dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)huruf a, dapat berupa:
a. koordinasi dan fasilitasi; dan/ atau
b. pelaksanaan sinergi program atau kegiatan yang dapat dituangkan dalam

dokumen kerja sarna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(3) Kerja sarna Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)huruf b, dapat berupa meliputi kerja sarna dengan pihak swasta,
organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintahan lainnya.

(4) Kerja sarna Pemerintah Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di
luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terrnasuk
Iembagay badan internasional yang terkait dengan bidang kesehatan.

(5) Pelaksanaan kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal31

Dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19, Pemerintah Daerah dapat
melakukan koordinasi kepada pernerintah daerah Kabupaten zKota.

Pasal30

BABVII
KOORDINASIDANKERJASAMA

(1) Penyebarluasan informasi mengenai pengendalian penyebaran COVID-19
dilakukan melalui saluran komunikasi publik seperti:
a. konferensi pers;
b. website resmi Pemerintah Daerah;
c. media massa;
d. media sosial;
e. media luar ruang; darr/ atau
f. komunikasi tatap muka.

(2) Penyebarluasan informasi mengenai pengendalian penyebaran COVID-19
melalui komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
dilakukan dengan menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19
secara ketat.
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BABVI
PENYEBARLUASANINFORMASI
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BAB VI
PENYEBARLUASAN INFORMASI 

Pasal 29

(1) Penyebarluasan  inform asi m engenai pengendalian  penyebaran  COVID-19 
d ilakukan  m elalui sa lu ran  kom unikasi pub lik  seperti:
a. konferensi pers;
b. w ebsite  resm i Pem erin tah  D aerah;
c. m edia m assa;
d. m edia sosial;
e. m edia lu a r ruang ; d a n /a ta u
f. kom unikasi ta ta p  m uka.

(2) Penyebarluasan  inform asi m engenai pengendalian  penyebaran  COVID-19 
m elalui kom un ikasi ta ta p  m u k a  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  f 
d ilakukan  dengan  m en ja lankan  protokol k eseh a tan  pencegahan  COVID-19 
secara  ketat.

BAB VII
KOORDINASI DAN KERJA SAMA 

Pasal 30

Dalam  rangka  pengendalian  penyebaran  COVID-19, Pem erin tah  D aerah  d ap at 
m elakukan  koord inasi kepada  pem erin tah  d aerah  K abupaten /K ota .

Pasal 31

(1) Pem erin tah  D aerah  dalam  pengendalian  penyebaran  COVID-19 d a p a t bekerja 
sam a dengan:
a. D aerah lain;
b. p ihak  ketiga; d a n /a ta u
c. lem baga a ta u  pem erin tah  d aerah  di lu a r negeri se su a i dengan  k e ten tu an  

p e ra tu ran  p e ru n d ang -undangan .

(2) Kerja sam a  Pem erin tah  D aerah  dengan  D aerah  lain  sebagaim ana  d im aksud  
pad a  ayat (1) h u ru f  a, d ap a t berupa:
a. koordinasi d an  fasilitasi; d a n /a ta u
b. p e lak san aan  sinergi program  a ta u  keg iatan  yang d a p a t d itu an g k an  dalam  

dokum en kerja  sam a  sesua i dengan k e te n tu an  p e ra tu ra n  perundang- 
undangan .

(3) Kerja sam a  P em erin tah  D aerah  dengan p ihak  ketiga sebagaim ana  d im aksud  
pada  ayat (1) h u ru f  b, d ap a t b e ru p a  m eliputi kerja  sam a dengan  p ihak  sw asta, 
o rganisasi k em asy arak a tan  d an  lem baga non  pem erin tah an  lainnya.

(4) Kerja sam a P em erin tah  D aerah dengan lem baga a ta u  pem erin tah  daerah  di 
lu a r negeri sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  c te rm asu k  
lem b ag a /b ad an  in te rnasional yang terka it dengan  bidang keseha tan .

(5) P e laksanaan  kerja  sam a  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) berpedom an 
pad a  k e te n tu an  p e ra tu ra n  perundang -undangan .



(1) Setiap orang, Kepala Perangkat, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau
penanggungjawab tempat yang melanggar kewajiban melaksanakan
pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat
(1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal
12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1),Pasal 14 ayat (1),Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat
(1),Pasal17 ayat (1),Pasal18 ayat (1),Pasal19 ayat (1),Pasa120 ayat (1),Pasal
21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1),Pasal 23 ayat (1),Pasal 24 ayat (1), Pasal25 ayat
(2),Pasal 26 ayat (3)dan Pasal 28 ayat (1)dikenakan sanksi administratif.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pemberhentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin usaha;
f. pencabutan tetap izin usaha; dan/ atau
g. denda administratif.
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BABIX
SANKSI

(4) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
dan dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara 'daerah atau badan
usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, Tentara Nasional
Indonesiay Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak lainnya yang
dipandang perlu melalui sentra Vaksinasi dan kegiatan Vaksinasi massal.

(5)Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (4)meliputi:
a. dukungan penyediaan tenaga kesehatan;
b. tempat Vaksinasi COVID-19;
c. logistik/transportasi;
d. gudang dan alat penyimpanan Vaksin COVID-19 termasuk buffer

persediaan I stock piling;
e. keamanan; darr/ atau
f. sosialisasi dan penggerakan masyarakat.

(2) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19.

(3) Kriteria penerima Vaksin COVID-19sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19
yang tersedia dan kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19diprioritaskan bagi:
a. tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang

bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b. masyarakat lanjut usia dan tenaga/ petugas pelayanan publik;
c. masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; dan
d. masyarakat lainnya.
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BABVIII
PELAKSANAANVAKSINASICOVID-19
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BAB VIII
PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 

Pasal 32

(1) P e laksanaan  V aksinasi COVID-19 d iprio ritaskan  bagi:

a. tenaga  k eseh a tan , as is ten  tenaga  keseha tan , d an  tenaga  penun jang  yang 
bekerja p ad a  F asilitas Pelayanan K esehatan;

b. m asy arak a t lan ju t u s ia  dan  ten a g a /p e tu g a s  pelayanan  publik;
c. m asy arak a t re n ta n  dari aspek  geospasial, sosial, d an  ekonom i; dan
d. m asy arak a t lainnya.

(2) P e laksanaan  V aksinasi COVID-19 sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 
d ilakukan  secara  b e rtah ap  sesua i dengan ke tersed iaan  V aksin COVID-19.

(3) Kriteria penerim a V aksin COVID-19 sesua i dengan  ind ikasi V aksin COVID-19 
yang tersed ia  d an  kajian  Komite P enasihat Ahli Im unisasi Nasional 
berpedom an p ad a  k e te n tu an  p e ra tu ran  p e ru n d ang -undangan .

(4) P e laksanaan  V aksinasi COVID-19 d iselenggarakan oleh Pem erin tah  D aerah 
dan  d ap a t bekerjasam a dengan  badan  u sa h a  m ilik n e g a ra /d a e ra h  a ta u  badan  
u sa h a  sw asta , o rgan isasi p ro fes i/k em asy arak a tan , T en tara  Nasional 
Indonesia / Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan  p ihak  lainnya yang 
d ipandang  perlu  m elalui se n tra  V aksinasi d an  keg iatan  V aksinasi m assal.

(5) Kerja sam a sebagaim ana  d im aksud  pada  aya t (4) m eliputi:
a. d u k u n g an  penyed iaan  ten ag a  keseha tan ;
b. tem pat V aksinasi COVID-19;
c. lo g is tik /tran sp o rtasi;
d. gudang  d an  a la t peny im panan  Vaksin COVID-19 te rm asu k  buffer 

p e rsed ia an /s to c k  piling;
e. keam anan ; d a n /a ta u
f. sosialisasi d an  penggerakan  m asyarakat.

BAB IX 
SANKSI

Pasal 33

(1) Setiap orang, Kepala Perangkat, pelaku  u sa h a , pengelola, penyelenggara a ta u  
penanggungjaw ab tem p at yang m elanggar kew ajiban m elaksanakan  
pelindungan  k e seh a tan  m asy arak a t sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 6 ayat 
(1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 
12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat
(1) , Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 
21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat
(2) , Pasal 26 ay a t (3) d an  Pasal 28 ayat (1) d ikenakan  san k si adm inistratif.

(2) Pengenaan san k si adm in istra tif sebagaim ana d im aksud  p ad a  aya t (1) b e ru p a  :

a. tegu ran  lisan;
b. teg u ran  tertu lis;
c. pem berhen tian  sem en ta ra  kegiatan;
d. penghen tian  te tap  kegiatan;
e. p en cab u tan  sem en ta ra  izin u sah a ;
f. p en cab u tan  te tap  izin u sa h a ; d a n /a ta u
g. denda  adm inistratif.



SEKRETARIS DAERAH
PROVINSIKALIMANTANTIMUR,
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MUHAMMADSA'BANI

BERITADAERAHPROVINSI KALIMANTANTIMURTAHUN2021 NOMOR 52.

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

ttd

ISRANNOOR

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2021

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Pasal36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai bcrlaku, semua Peraturan Gubernur
mcngenai pengendalian penyebaran COVID-19, dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal35

BABXI
KETENTUANPENUTUP

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

dany atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang -undangan.
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BABX
PENDANAAN

(3) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, Perangkat
Daerah terkait dan dapat didampingi oleh unsur TNI dan/ atau Kepolisian.
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(3) P elaksanaan  pengenaan  sanksi scbagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 
d ilakukan  oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, Perangkat 
D aerah te rka it dan  d ap a t didam pingi oleh u n s u r  TNI d a n /a ta u  Kepolisian.

BAB X
PENDANAAN 

Pasal 34

Pendanaan  dalam  p e lak san aan  P era lu ran  G ubernu r ini d ibebankan  pada :
a. Anggaran P endapalan  dan  Belanja D aerah Provinsi K alim antan Timur; 

dan /  a ta u
b. sum ber lain yang sah  dan  tidak m engikat sesua i dengan k e ten tu an  p e ra tu ran  

p e rundang -undangan .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35

Pada saa t P e ra tu ran  G ubernu r ini m ulai berlaku, sem ua P era tu ran  G ubernur 
m engenai pengendalian  penyebaran  COVID-19, d inyatakan  m asih  te tap  berlaku  
sepanjang tidak  be rten tan g an  dengan k e ten tu an  dalam  P era tu ran  G ubernu r ini.

Pasal 36

P era tu ran  G u b ern u r ini m ulai berlaku  pada  tanggal d iundangkan .

Agar setiap  orang m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  
G ubernur ini dengan penem patannya  dalam  Berita D aerah  Provinsi K alim antan 
Timur.

D itetapkan di S am arinda  
pada  tanggal 6 D esem ber 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

D iundangkan  di S am arinda  
pada tanggal 6 D esem ber 2021

SEKRE1TARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA’BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 52.

Salinan  sesuai dengan aslinya 
SEKEETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

i S '/ "  KEPALA BIRO HUKUM,

> ...^ ROZANI ERAWADI 
NIP. 19710124 199703 1 007


